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MOTTO 

 

  

ٌَ وَلََ الْقلََۤ  هْسَ الْحَسَامَ وَلََ الْهَدْ ِ وَلََ الشَّ
ٰ
ى ِدَ وَلََٰٓ يٰٰٓايَُّهَا الَّرِيْيَ اٰهٌَىُْا لََ تحُِلُّىْا شَعَاۤى ِسَ اّللّ

يْيَ الْبيَْتَ الْحَسَامَ يبَْتغَىُْىَ  هِّ
ۤ
بِّهِنْ وَزِضْىَاًاا وَۗاذَِا حَللَْتنُْ فاَصْطَادُوْا وَۗلََ اٰ يْ زَّ فضَْلا هِّ

وْكُنْ عَيِ الْوَسْجِدِ الْحَسَامِ اىَْ تعَْتدَُوْاۘ وَتعََاوًَىُْا عَلًَ الْبِسِّ  يجَْسِهٌََّكُنْ شٌَاَٰىُ قىَْمٍ اىَْ صَدُّ

ثْنِ وَا َ شَدِيْدُ الْعِقاَبِ وَالتَّقْىٰيۖ وَلََ تعََاوًَىُْا عَلًَ الَِْ
ٰ
َ اۗىَِّ اّللّ

ٰ
٢لْعدُْوَاىِ ۖ وَاتَّقىُا اّللّ  

 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar 

(kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan 

haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā’id 

(hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) 

para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida 

Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), 

berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu 

kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada 

Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya 

 

(QS AL-MAIDAH : 2) 
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yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini 

Kemudian skrisi ini saya persembahkan juga untuk para  sahabat dan teman-teman 

terdekat saya yang sudah memberi arahan, masukan, serta semangat sehingga 
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ABSTRAK 

 

 

Nama  : Ambar Palupi 

NIM  : 105180118 

Judul : Sinergi Pemerintah Kota dan Bank Indonesia dalam  

mewujudkan pembangun Kota Jambi 
Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sejumlah permasalahan yang 

diahadapi oleh UMKM di Kota Jambi, seperti permodalan, persaingan usaha, 

kulitas manajemen dan permasalahan digital, sehingga dibutuhkan peran aktif dari 

pemerintah dan perbankan terutama BI untuk bersinergi membangun UMKM di 

Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan: (1). Untuk mengetahui bagaimana sinergi 

pemerintah kota dan Bank Indonesia dalam  mewujudkan  pembangun Kota 

Jambi. (2) Untuk mengetahui faktor penghambat dari sinergi pemerintah kota dan 

Bank Indonesia dalam  mewujudkan  pembangun Kota Jambi. Metode penelitian 

yang penulis gunakan adalah metode kualitatif, dengan sumber data berupa 

observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pihak Pemda Kota Jambi dan BI. 

Hasil penelitian ini adalah: (1). Landasan hukum sinergi antara Pemda Kota Jambi 

dan BI dalam pembangunan Kota Jambi didasarkan pada Permendagri Nomor 86 

Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sinergi antara Pemda 

Kota Jambi dan BI dalam pembangunan Kota Jambi terbangun melalui dua cara 

yaitu komunikasi dan koordinasi. Dalam proses komunikasi yang dilakukan antara 

Pemda Kota Jambi dan BI dilakukan dengan berbagai media, baik secara 

langsung, maupun tidak langsung. Sedangkan proses koordinasi yang dilakukan 

antara Pemda Kota Jambi dan BI dalam upaya pembangunan Kota Jambi 

diakukan dengan cara melakukan pembagian tugas antara masing-masing agar 

terjalin kerjasama dan tujuan yang bersinergi. Tugas BI sebagai hasil dari 

koordinasi tersebut adalah sebagai lembaga stimulus permodalan, pendampingan 

dan pembinaan UMKM, sementara tugas Pemda adalah melakukan riset terkait 

potensi dan kelayakan UMKM serta pengembangannya. Hasil dari koordinasi 

tersebut juga adalah dilansirnya sejumlah nama UMKM yang layak untuk 

dibiayai, dibina dan didampingi, yang berjumlah 618 UMKM untuk Provinsi 

Jambi. (2) Ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam membangun sinergi antara 

Pemda Kota Jambi dan BI. Secara faktor internal, segala proses dalam komunikasi 

dan koordinasi antara Pemda Kota Jambi dan BI relatif berjalan dengan baik dan 

tanpa kendala. Sedangkan dari faktor eksternal, hambatan utama dalam sinergi 

antara Pemda Kota Jambi dan BI adalah adanya kendala pada eksternal dari 

pelaku UMKM dalam hal kredit macet dan kurangnya partisipasi dalam pelatihan, 

pembinaan dan pengembangan UMKM oleh pihak BI.     

 

Kata Kunci: Sinergi, Pemda Kota Jambi, Bank Indonesia, Pembangunan Kota 

Jambi 
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ABSTRACT  

 

Nama  : Ambar Palupi 

NIM  : 105180118 

Judul : Syinergi between the city government and the indonesian  

bank in realizing the development of the city of  Jambi 
Abstract: This research is motivated by the existence of a number of problems 

faced by MSMEs in Jambi City, such as capital, business competition, quality 

management and digital problems, so that an active role is needed from the 

government and banking, especially BI to synergize to build MSMEs in Jambi 

City. This research aims: (1). To find out how the city government and Bank 

Indonesia synergize in realizing the Jambi City builder. (2) To find out the 

inhibiting factors of the synergy between the city government and Bank Indonesia 

in realizing the Jambi City development. The research method that the author uses 

is a qualitative method, with data sources in the form of observation, 

documentation and interviews with the Jambi City Government and BI. The 

results of this study are: (1). The legal basis for the synergy between the Jambi 

City Government and BI in the development of Jambi City is based on the 

Minister of Home Affairs Regulation Number 86 of 2017 and Law Number 25 of 

2004. The synergy between the Jambi City Government and BI in the Jambi City 

development is built in two ways, namely communication and coordination. In the 

process of communication between the Jambi City Government and BI, it is 

carried out with various media, either directly or indirectly. Meanwhile, the 

coordination process carried out between the Jambi City Government and BI in 

the Jambi City development effort is carried out by dividing the tasks between 

each so that cooperation and synergistic goals are established. BI's task as a result 

of this coordination is to act as a capital stimulus institution, assisting and 

fostering MSMEs, while the task of the Regional Government is to conduct 

research related to the potential and feasibility of MSMEs and their development. 

The result of the coordination was also the launch of a number of names of 

MSMEs that were eligible to be financed, fostered and assisted, totaling 618 

MSMEs for Jambi Province. (2) There are a number of obstacles faced in building 

synergy between the Jambi City Government and BI. Internally, all processes in 

communication and coordination between the Jambi City Government and BI 

were running relatively well and without any problems. Meanwhile, from external 

factors, the main obstacle in the synergy between the Jambi City Government and 

BI is the existence of external constraints from MSME actors in terms of bad 

loans and the lack of participation in training, coaching and development of 

MSMEs by BI. 

 

Keywords: Synergy, Jambi City Government, Bank Indonesia, Jambi City 

Development.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi merupakan agenda penting bagi setiap negara. 

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi adalah sektor 

usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.
1
 UMKM merupakan kategori 

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan.
2
 Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu 

digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan sangat penting, hal ini 

dikarenakan usaha mikro dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah 

dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern.
3
 

Salah satu Provinsi di Indonesia adalah Jambi yang tengah berada pada 

tahap pengembangan ekonomi. Provinsi Jambi memiliki tantangan pembangunan 

yang meliputi jumlah penduduk yang terus meningkat dan keragaman masyarakat 

dalam pendidikan, ekonomi dan sosial. Salah satu sektor penggerak perekonomian 

Provinsi Jambi adalah sektor UMKM. Jumlah UMKM di Provinsi Jambi 

mencapai 167 ribu UMKM,
4
 yang terdiri dari sektor perdagangan besar dan 

                                                             
1
 Onan Marakali Siregar Dkk, Penerapan Bisnis Model Canvas Sentral UMKM, (Medan: 

Purpantara, 2020), hlm. 3. 
2
 Kurnia Cahya Lestari dan Arni Muarifah Amri, Sistem Ekonomi Akuntansi (Beserta 

Contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana Dalam UMKM), (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 

40. 
3
 Rachmawan Budiarto Dkk, Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman 

Praktis, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 4. 
4
 BPS Provinsi Jambi, Potensi Usaha Mikro Kecil Sensus Ekonomi 2016 Provinsi Jambi, 

(Jambi: BPS Provinsi Jambi, 2017), hlm. 4. 
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eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 53,9 persen, 

sektor penyedia akomodasi dan penyedia makan dan minum sebesar 15,56 persen, 

sektor industri pengolahan sebesar 9,6 persen, sektor pengangkutan, pergudangan, 

informasi dan komunikasi sebesar 6,57 persen, sektor aktivitas jasa sebesar 3,46 

persen, sektor pendidikan sebesar 3,1 persen, sektor real estate sebesar 1,99 

persen.
5
 

Jumlah UMKM tersebut tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi 

Jambi dengan jumlah tertinggi berada di Kota Jambi dengan persentase 20 persen. 

Diantaranya: Kota Jambi 59.874 UMKM, Kabupaten Muaro Jambi 26.207 

UMKM, Kabupaten Batanghari 22.192 UMKM, Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur 19.238 UMKM, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 26.036 UMKM, 

Kabupaten Tebo 30.071 UMKM, Kabupaten Bungo 30.580 UMKM, Kabupaten 

Sarolangun 24.095 UMKM, Kabupaten Merangin 30.997 UMKM, Kabupaten 

Kerinci 27.823 UMKM dan Kota Sungai Penuh 13.662 UMKM.
6
 

Kota Jambi adalah satu kota yang tengah berkembang secara ekonomi, 

dengan jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Jambi dengan jumlah 59.874 

UMKM. Kota Jambi terdiri dari 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Alam Barajo, 

Kecamatan Danau Sipin, Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Jambi Selatan, 

Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan 

Paal Merah, Kecamatan Pasar Jambi dan Kecamatan Pelayangan. Sedangkan 

jumlah penduduk Kota Jambi adalah 606.200 jiwa,
7
 

                                                             
5
 BPS Provinsi Jambi, Potensi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Provinsi Jambi, (Jambi: 

BPS Provinsi Jambi, 2017), hlm. 6. 
6
 BPS Provinsi Jambi, hlm. 23. 

7
BPS Kota Jambi,Loc, Cit. 
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Pandemi Covid 19 berdampak terhadap pendapatan pelaku UMKM di Kota 

Jambi. Pendapatan UMKM sektor jasa, berkurang hingga 90%. Sebelum Covid 

19, pendapatan mereka berkisar antara 5 juta sampai 6 juta perbulan, namun 

setelah Covid melanda, pendapatan mereka hanya 500 ribu per bulan. Pendapatan 

UMKM sektor kuliner menurun drastis. Sebelum Covid 19, pendapatan mereka 

berkisar antara 21 juta sampai 30 juta perbulan, namun sejak Covid 19, 

pendapatan mereka menurun hingga 1,5 juta hingga 3 juta per bulan.
8
 

Masalah lain yang dihadapi UMKM di Kota Jambi adalah masalah 

permodalan yang berpengaruh terhadap jalannya suatu usaha. Selain 

permasalahan modal, permasalahan lain yang dihadapi adalah persaingan usaha, 

pemasaran, bahan baku atau barang dagangan, infrastruktur, tenaga kerja, bahan 

bakar minyak dan energi, peraturan pemerintah dan birokrasi serta permasalahan 

pungutan liar. Namun dari sekian permasalahan yang ada, permasalahan modal 

merupakan masalah utama yang dihadapi UMKM di Kota Jambi, yaitu 54,62 

persen UMKM di Kota Jambi menyatakan terkendala dengan permodalan.
9
 

Masalah permodalan yang dihadapi UMKM di sejumlah wilayah di Jambi 

akan berdampak pada pertumbuhan UMKM itu sendiri, dan lebih lanjut pada 

pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini karena modal merupakan faktor utama 

dalam menunjang keberlangsungan suatu usaha bagi UMKM yang telah berjalan, 

dan modal awal dalam menjalankan usaha bagi UMKM yang baru akan berdiri.
10

 

                                                             
8
 Arif Laksana, Analisis Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Covid 19 

Di Kota Jambi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam,” (Jambi: UIN Jambi, 2021), hlm. 69.  
9
 BPS Provinsi Jambi, hlm. 55. 

10
 Edy Dwi Kurniati, Kewirausahaan Industri, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 116. 
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Peran pemerintah dan lembaga keuangan mutlak dibutuhkan untuk 

mempertahankan keberadaan UMKM, dan secara tidak langsung sebagai upaya 

untuk peningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Peran ini bisa dilakukan 

oleh pemerintah atau lembaga keuangan dengan penyaluran pembiayaan untuk 

modal usaha, pemerintah bisa menyalurkan pemodalan secara langsung melalui 

lembaga pemerintahan yang ada, atau membuat regulasi yang menguntungkan 

UMKM.  

Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia. Bank sentral 

merupakan lembaga yang memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. 

Bank Indonesia memiliki posisi sebagai salah satu lembaga negara yang terdapat 

dalam sistem ketatanegaraan yang memiliki kewenangan dan diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia berwewenang untuk 

mengeluarkan alat bukti pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, 

menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam melakukan tugasnya masing-masing 

Bank Indonesia dan pemerintah memiliki hubungan kerja yang erat yaitu 

hubungan keuangan dan koordinasi kebijakan.
11

 

Koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dan pemerintah pada program 

stabilitas ekonomi yang mencangkup berbagai kegiatan koordinasi kebijakan di 

tingkat makro maupun mikro, meliputi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil 

serta melibatkan lembaga pemerintah, Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait. 

Pada program pembangunan secara makro meliputi kegiatan perekonomian secara 

                                                             
11

 M.Juhro Solikin, pengantar kebanksentralan Teori dan Kebijakan, (Depok:Rajawali 

Pers,2020) 
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menyeluruh atau secara luas seperti inflasi, pendapatan nasional, kesempatan kerja, 

pengangguran, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, neraca pembayaran, investasi, 

dan lain-lain. Sedangkan program pembangunan secara mikro hanya meliputi 

individu, kegiatan ekonomi seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan 

menguraikan pada bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian 

seperti harga, biaya produksi, perilaku produsen, perilaku konsumen, permintaan, 

penawaran, teori produksi, elastisitas, dan lain-lain.
12

 

Dalam upaya menunjang pembangunan di daerah Jambi, BI bersinergi 

dengan Pemerintah Daerah Jambi dengan merevitalisasi fungi dan peran kantor BI 

di daerah agar lebih aktif sebagai katalisator untuk memperkuat intermediasi 

perbankan. Salah satu bentuk programnya adalah penandatanganan Surat 

Perjanjian Kredit digunakan untuk percepatan program revitalisasi perkebunan 

dan penjaminan kredit UMKM.Pada perjanjian ini diberikan kredit sebesar 

Rp2,355 triliun bagi 18 debitor. Perjanjian kredit yang melibatkan empat bank ini, 

digunakan untuk percepatan program revitalisasi perkebunan yang mencakup 

65.214 hektare (ha) dengan melibatkan 27.128 petani di Provinsi Jambi. 

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di setiap daerah,BI membentuk 

Tim Fasilitasi (Task Force) Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (TFPPED) 

yang terdiri atas pemda, BI, dan Perbankan. Selain itu, asosiasi dan instansi/- 

lembaga terkait lainnya. Tim itu bertugas mendorong fungsi intermediasi 

perbankan dan mempercepat pemberdayaan sektor riil di daerah.
13
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 https://sukasada.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kebijkan-pemerintah 
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 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia, “BI Fasilitasi Pemberian Kredit,” Sindo, 20 Juni 2017. 
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Adapun program UMKM dan Bi terdiri dari program pengembangan 

UMKM dan sektor Rill dan program sosial bank Indonesia. Dengan 

memperkenalkan produk unggulan sehingga mengangkat citra budaya daerah, 

menciptakan lapangan kerja, mendorong pariwisata, dan berkontribusi terhadap 

perekonomian daerah dan nasional,seperti memperluas pasardengan 

meningkatkan kualitas produk sesuai tren pasar, melalui WUJBI untuk menjadi 

ikon pariwisata yang menghadirkan produk-produk lokal untuk menjadi ikon 

oleh-oleh Kota Jambi. 

Dalam hal ini Pemerintah provinsi jambi senantiasa berperan untuk bekerja 

sama dengan Bank Indonesia dalam program pembinaan dan pengembangan 

UMKM, seperti salah satu contoh dalam memberikan pelatihan batik tulis 3 in 1 

untuk mewujudkan dunia perindustrian di Kota Jambi. Karena Kota Jambi 

merupakan pusat kegiatan nasional di Provinsi Jambi maka, kerja sama 

pemerintah dengan BI menargetkan agar ekonomi kreatif bisa memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat Kota Jambi.
14

 Melalui Dinas perdagangan, Dinas 

Koperasi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,dalam hal ini, Pemerintah 

Provinsi Jambi bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional 

Daerah(dekranasda) untuk membina para pengrajin  agar usaha para pengrajin 

dapat bertahan dan semakin berkembang, melalui Sinergi,Kreativitas, dan 

digitalitas sehingga terciptanya lapangan kerja dengan kesempatan dan peluang 
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bagi UMKM untuk berkembang dan mengentaskan kemiskinan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15

 

Dalam rangka mendorong intermediasi perbankan kepada sektor riil dan 

UMKM, salah satu upaya yang dilakukan Bank Indonesia adalah dengan 

menyediakan informasi data profil UMKM yang tidak sedang mendapatkan 

pembiayaan perbankan, namun membutuhkan kredit/pembiayaan dalam rangka 

pengembangan usahanya. Dengan tersedianya data profil UMKM dimaksud, 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak terutama bagi UMKM 

dalam rangka mempercepat akses pembiayaan dari perbankan.
16

 

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat indikasi dalam sinergi pemerintah 

Kota Jambi dan Bank Indonesia untuk mewujudkan pembangunan di Kota Jambi, 

maka peneliti tertarik meneliti yang berhubungan dengan masalah yang 

dipaparkan tersebut dengan judul “Sinergi Pemerintah Kota dan Bank 

Indonesia dalam mewujudkan pembangun Kota Jambi.” 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang dibuat oleh penulis timbulah rumusan masalah 

yaitu: 

1. Bagaimana sinergi pemerintah kota dan Bank Indonesia dalam mewujudkan 

pembangun Kota Jambi ? 

2. Apakah ada faktor penghambat dari sinergi pemerintah kota dan Bank 

Indonesia dalam mewujudkan pembangun Kota Jambi? 
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 https://jambiprov.go.id/berita-launching-galeri-wirausaha-unggulan-jambi-pj-gubernur-

dorong-pertumbuhan-umkm.html 
16

 Bank Indonesia, “Profil UMKM Yang Potensial Dibiayai Oleh Perbankan,” diakses 

melalui alamat https://www.bi.go.id/bisaid, pada 20 Mei 2022. 
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C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian pada skripsi ini tidak melebar maka 

peneliti akan menfokuskan penelitian pada Sinergi Pemerintah Daerah dan Bank 

Indonesia dalam pembangunan dalam bentuk pemberdayaan UMKM di Kota 

Jambi. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan Tujuan penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka 

tujuan dari penelian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana sinergi pemerintah kota dan Bank 

Indonesia dalam  mewujudkan  pembangun Kota Jambi. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dari sinergi pemerintah kota dan 

Bank Indonesia dalam  mewujudkan  pembangun Kota Jambi. 

2. Kegunaan Penelitian  

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna terhadap seluruh pihak-

pihak yang bersangkutan dan terkait di dalam penelitian ini. Adapun kegunaan 

penelitian ini  yaitu: 

a. Kegunaan teoritis 

Ilmuan atau penulis esai sesuai menerima bahwa nantinya tes ini akan 

menjadi bahan untuk ditinjau dan sebagai jaminan untuk rencana yang sah untuk 

menyelesaikan strata satu program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah 

Universitas Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.Demikian pula, pencipta juga 

menerima bahwa itu biasanya akan digunakan sebagai sumber informasi dan 
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referensi bagi kalangan mahasiswa, dosen maupun orang lain yang membutuhkan 

informasi tentang Sinergi Pemerintah Kota dan Bank Indonesia dalam 

mewujudkan pembangunan Kota Jambi. 

b. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi evaluasi pemerintah Kota Jambi dan 

Bank Indonesia dan pembangunan Kota Jambi. Dan memberikan gambaran 

tentang sinergi pemerintah Kota  dan Bank Indonesia dalam mewujudkan 

pembangunan  Kota Jambi.  

E. Tinjauan pustaka 

Penelitian yang dilakukan dengan membandingkan beberapa hasil penelitian 

sebelumnya sebagai bahan acuan dalam penulisan. Adapun penelitian sejenis yang 

pernah dilakukan mengenai sinergi Pemerintah Kota dan Bank Indonesia dalam  

mewujudkan pembangun Kota Jambi yaitu: 

1. Yang pertama bernama Sri Najiyati dan Slamet Rahmat Topo Susilo (2011) 

Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu 

Mandiri. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa analisis partisipasi 

dilakukan dengan membandingkan persentase kontribusi program lintas 

sector dan membandingkan peran stakeholder menurut permen Nakertrans 

No: KEP.214/MEN/V/2007 dengan realisasi dilapangan. Sinergitas 

dianalisis dengan cara membandingkan antara arahan masterplan, 

kebutuhan sinergi, dan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh masing-

masing instansi. Selain itu, data juga dianalisis dengan metode triangulasi 

dari berbagai jenis dan sumber data untuk memperoleh hasil yang 
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komprehensif. Solusi atau saran kebijakan dirunut berdasarkan realisasi 

partisipasi, kebutuhan, serta kendala partisipasi yang difokuskan pada 

pengembangan komoditas unggulan dipusat dan hinterland KTM. Jadi 

persamaan penelitian  tersebut yaitu sama-sama meneliti tentang 

pembangunan.
17

 

2. Yang kedua bernama Lusiana (2018) Peran Bank Indonesia Dalam 

Pemberdayaan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah(UMKM) Klaster 

Pengendali Inflasi Di Jambi. Hasil peneliti ini menunjukan  bahwa Peran 

Bank Indonesia Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah 

(UMKM) Klaster Pengendali Inflasi Di Jambi telah terlaksana dengan baik 

dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan Bank Indonesia 

yang telah ditetapkan. Persamaan penelitian ini adalah jenis penelitian dan 

metode yang digunakan yaitu menggunakan deskriptif kualitatif.
18

 

3. Yang ketiga bernama  Andi Riski Ananda AP (2020) Peran Bank 

Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Indonesia Melalui 

Pengendalian Inflasi. Hasil  penelitian menunjukan bahwa mekanisme dan  

peran  yang dilakukan Bank Indonesia dalam memelihara kestabilan 

                                                             
17 Sri Najiyati  dan Slamet Rahmat Topo Susilo 2011 Sinergitas  instansi Pemerintah Dalam 

Pembangunan Kota Terpadu Mandiri Jurnal Ketransmigrasian Vol.28 no.2., hal.113-124              

18
 Lusiana Skripsi Peran Bank Indonesia Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro,Kecil Dan 

Menengah(UMKM) Klaster Pengendali Inflasi Di Jambi 2018 
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ekonomi yaitu melalui kebijakan  moneter dengan menggunakan  

instrument BI Rate dan Sertifikat Bank Indonesia.
19

 

Perbedaan penulisan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

hanya menjelaskanSinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota 

Terpadu Mandiri. Peran Bank Indonesia Dalam Pemberdayaan Usaha 

Mikro,Kecil dan Menengah(UMKM) Klaster Pengendali Inflasi Di Jambi. 

Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Indonesia Melalui 

Pengendalian Inflasi. Sedangkan peneliti menulis bagaimana sinergi 

Pemerintah Kota dan Bank Indonesia Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota 

Jambi. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya memuat garis besar tentang kegiatan 

pengumpulan dan pengolahan data penelitian, mulai dari penentuan jenis 

penelitian hingga tahap laporan. 

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilalakukan di 2 tempat yaitu Kantor Walikota dan Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia di Kota Jambi. Adapun objek dari penelitian ini 

ditekankan pada sinergi kedua lembaga tersebut dalam mewudkan pembangunan 

di Kota Jambi . Disamping itu juga melibatkan aparat pemerintah Kota dan 

konsultan bank setempat guna mendapatkan informasi yang lebih kuat dan lebih 

akurat sehingga akan sangat membantu bagi penulis dalam  membuat skripsi ini. 

                                                             
19  Andi Riski Ananda AP Skripsi Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan 

Perekonomian Indonesia Melalui Pengendalian Inflasi” 2020. 
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2. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang 

sifatnya deskripsi, dan menggunakan analisis serta lebih melihatkan maknanya. 

Sementara itu metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau 

objek penelitian terjun secara langsung ( seorang, Lembaga, masyarakat dan 

lain sebagainya ) kepermasalahan tersebut, pada saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak atau seagaimana adanya.
20

 

b. .Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data unit analisis berupa 

dokumentasi, obesrvasi dan interview yang dilakukan baik secara langsung 

dan tidak langsung.  

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang 

diperoleh secara langsung dari sumber atau dari lokasi objek penelitian, 

atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.
21

 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan studi pustaka yaitu 

dengan melakukan kegiatan membaca, ,mengutip, mencatat buku-buku, 

                                                             
20

 Amaruddin, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Parana Ilmu, 2016), hlm. 98. 
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 Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi, (Jambi: Fakultas Syariah IAIN STS 

Jambi dan Syariah Press, 2012), hlm. 49. 
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menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian.
22

 

4. Sumber Data 

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu merupakan suatu 

subjek dari mana data tersebut diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data 

dalam penelitian ini adalah Aparat instansi pemerintah Walikota Jambi dan 

Instansi perwakilan Bank Indonesia Kota Jambi 

5. Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam penelitian Ilmiah dapat dilakukan dengan berbagai Teknik 

pengumpulan data, dalam penelitian ini Teknik yang digunakan adalah  

a. Observasi 

Observasi adalah pengubahan, pemilihan, pencatatan serangkaian 

perilaku dan sesuai yang berkenaan dengan organisme yang sesai dengan 

tujuan empiris. Tetapi obsevasi disini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan 

dengan cara menggunakan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan 

pertanyaan . Maka peneliti mengamati secara langsung dilapangan. Objek 

penelitian ini menggunakan observasi partisipasi, dimana peneliti melakukan 

interaksi secara langsung dalam situasi social dengan subjek penelitian, 

Teknik ini digunakan untuk mengamati dan memahami peristiwa yang terjadi 

dilapangan. 
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b. Wawancara 

Metode yang digunakan penelitian ini adalah wawancara terstruktur, 

dengan wawancara terstruktur ini peneliti memperoleh dan mengambil data 

dan tanya jawab secara langsung dengan responden dan mendengar langsung 

serta mencatat dengan teliti apa yang dijelaskan oleh responden, metode ini 

digunakan untuk memperoleh data atau informasi dari beberapa sumber data 

yang bersangkutan. 

Adapun informan yang diwawancarai peneliti dalam penelitian ini antara 

lain yaitu: Humas Pemda Kota Jambi, Humas Bank Indonesia Jambi dan 

Humas Kemendag Kota Jambi. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang.
23

 Dengan cara  mencari data-data atau informasi di jurnal dan 

internet dan mengambil foto pada saat wawancara dengan responden saat 

berlangsung kemudian mendeskripsikan hasil wawancara tersebut sebagai 

bukti yang kuat bahwa peneliti sudah melakukan wawancara terjun ke 

lapangan. 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan dalam tiga 

tahapan yaitu sebelum dilapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di 

lapangan. Penelitian ini menggunakan model analisis yaitu memproses data 
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display ( penyajian data ), data reduction ( reduksi data) serta conclusing 

drawing/verification (penarikan kesimpulan). 

a. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses merangkum atau memilih hal-hal pokok dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehinggga data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

b. Penyajian data 

Setelah data dipilih peneliti akan mendeskripsikan dan menampilkan hasil 

dari penelitian tersebut. Penyajian data ini akan disajikan berdasarkan data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi secara langsung maupun secara 

tidak langsung. 

c. Penarikan kesimpulan 

Pada bagian akhir peneliti akan menarik sebuah kesimpulan peneliti harus 

sampai pada sebuah kesimpulan yang bisa dicerna oleh pembaca baik dari segi 

makna maupun hasil penelitian yang didapatkan. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. Kerangka Teori 

Struktur hipotesis merupakan gambaran dari spekulasi yang dapat 

dimanfaatkan dan bagaimana melibatkan teori-teori tersebut dalam merekam 

suatu proklamasi eksplorasi. Dengan tujuan yang pasti dapat dibuat dan 

penyelidikan lebih berputar dan di sekitar konsentrasi, para ahli menganggap itu 

penting digunakan. Selanjutnya struktur tersebut dapat dijadikan sebagai 

pembantu dan dapat dijadikan sebagai alasan mengingat untuk mendapatkan ide 

yang jelas dan tepat dalam penyusunan proposal ini. 

1. Peran  

Seokanto berpendapat bahwa peran adalah aspek dinamis kedudukan atau 

status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannua maka ia 

menjalankan suatu peran. 

Dalam peran, memiliki beberapa aspek didalamnya. Adapun aspek aspek 

dalam peran yaitu sebagai berikut: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi  

seseorang dalam masyarakat. 

b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh  

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peran dapat dilakukan sebagai perilaki individu yang penting bagi  

struktur sosial masyarakat. 



 

 

 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi dari seseorang atau baguan 

dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran 

variabel sebab akibat. 

Dapat di istilahkan peran dalam kamus besar bahasa indonesia 

merupakan sesuatu yang dapat diharapkan orang yang serta merta memiliki 

kedudukan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Sedangkan peranan 

merupakan sebuah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. 

Dan kerangka pun bisa menjadi panduan serta bisa menjadi landasan 

berpikir untuk mendapatkan  konsep yang benar dan jelas dalam 

penyusunan skripsi ini Kerangka teoripada penelitian ini antara lain: 

2. Sinergitas  instansi 

Sinergi adalah Hubungan kerjasama antar indiviudu atau kelompok agar 

mencapai tujuan yang sudah disepakati atau di tetapkan.  

Menurut Deardorff dan WilliamsSinergi adalah sebuah proses dimana 

interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh 

gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara 

individual. Sinergi bukanlah sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan tapi 

suatu istilah yang berarti melipat gandakan pengaruh (Multipllier effect) yang 

memungkinkan pekerjaan atau jasa dan individu  berlipat ganda secara 

exponesial melalui usaha Bersama.
24
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Menurut Corning Sinergi sesungguhnya ada dimana-mana di sekitar kita 

termasuk di dalam diri kita. Sinergi merupakan hal yang tidak dapat dihindari. 

Sebagai contoh, batu dapat digunakan untuk membuat berbagai struktur 

seperti rumah, tembok, jalanan, dan sebagainya. Namun demikian, tanpa 

adanya semen dan usaha manusia maka batu-batu tadi hanya menjadi 

tumpukan batu belaka yang tidak banyak gunanya. contoh di atas 

menunjukkan betapa pentingnya sinergi. Tanpa ada sinergi dengan komponen 

yang lain maka komponen-komponen yang ada tidak dapat menghasilkan 

manfaat yang lebih besar seperti yang diinginkan. 

Sinergitas berasal dari kata sinergi, yang dapat disebut juga 

dengansinergisme ataupun sinergitas, menurut sarundajang sinergi 

mengandung arti kombinasi unsur atau bagian yang dapat mengahsikan 

pengeluaran yang lebih baik atau lebih besar. Sedangkan menurut kamus besar 

Bahasa Indonesia sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan. 

Menurut Covey  sinergitas merupakan kombinasi atau paduan unsur atau 

bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada 

dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan 

menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Oleh sebab itu, sinergitas 

dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang 

dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Covey menambahkan 



 

 

 

sinergitas akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu 

berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai.
25

 

1. Konsep Sinergitas Instansi 
 

Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu: 

a. Komunikasi 

Pertama komunikasi yang dilakukan dengan berorientasi pada 

sumber kegiatan guna mendapatkan tanggapan,kedua komunikasi yang 

berorientasi pada penerima melihat bahwa komunikasi sebagai semua 

kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau 

rangsangan. 

b. Koordinasi 

Koordinasi merupakan suatu kegiatan yang dilakuakan dalam 

organisasi untuk mencapai tujuan Bersama. 

1) Hubungan langsung, bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai 

melalui hubungan pribadi langsung. 

2) Kesempatan awal, koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam 

tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan. 

3) Kontinuitas, koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan 

harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan. 

4) Dinamisme,koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat 

perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern. 
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5) Tujuan yang jelas, tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh 

koordinasi yang efektif. 

6) Organisasi yang sederhana, memudahkan koordinasi yang efektif 

7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas,wewenang 

yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan diantara pegawai-

pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam 

pekerjaan dengan kesatuan tujuan. 

8) Komunikasi yang efektif,merupakan salah satu persyaratan untuk 

koordinasi yang baik. 

9) Kepemimpinan supervisi yang efektif menjamin koordinasi kegiatan 

orang-orang,baik pada tingkat perencanaan.
26

 

Konsep sinergitas dalam pembangunan merupakan penggabungan 

dalam suatu proses interaksi , unsur atau kekuatan agar diperoleh hasil 

yang lebih besar,unsur atau kekuatan tersebut dimaksudkan untuk 

kebijakan, program dan kegiatan maupun dana dari masing-masing 

Lembaga terkait. Maka dalam pembangunan untuk mencapai hasil yang 

maksimal, tidak lepas dari sinergitas antar Lembaga maupun kebijakan 

program dan kegiatan. Dalam hal ini pola-pola atau upaya membentuk 

terobosan baru berupa ide-ide baru dalam berkomunikasi dan 

berkoordinasi yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan bersama. 

Dengan demikian akan terbangun sinergitas yang lebih fleksibel dan 

mampu menyelesaikan masalah. 
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A. Kerangka Operasional 

1. Perda & Otonomi Daerah  

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

menjadi tolak ukur dari berlangsungnya era baru otonomi daerah di Indonesia. 

Otonomi daerah memang diarahkan untuk mendekatkan pemerintah (dari hasil 

pembangunannya) pada masyarakat yang dilayaninya. Otonomi daerah 

membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan pemerintah di 

Indonesia. Dampak perubahan tersebut,terdapat pada penyelenggaraan 

pemerintah sentralistik,menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih 

desentralistik. Prinsip penyelenggaraan desentralistik adalah otonomi seluas-

luasnya yang artinya daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus 

semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah 

memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan 

pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat 

yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Tujuan desentralisasi 

tidak saja mendorong tumbuh dan berkembangnya demokrasi pada tingkat 

lokal, tetapi juga dalam aspek administrative yaitu meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pelayanan publik. 
27

 

Pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang 

menjalankan,mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan.Fungsi 

pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah: 
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a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan 

yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. 

c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. 

Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan 

umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.
28

 

2. Pembangunan 

Pembangunan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kehidupan 

masyarakat kearah yang lebih baik lagi. Proses pembangunan terjadi di semua 

aspek kehidupan masyarakat, ekonomi,social,budaya, politik yang 

berlangsung pada level makro(nasional) dan mikro(community/grup). 

Sehingga makna dari pembangunan adalah adanya 

kemajuan/perbaikan(progress). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada 

dasarnya pembangunan tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan, berarti 

pembanguan dapat menyebabkanterjadinya pertumbuhan danpertumbuhan 

dapat berupapengembangan/perluasan dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu 

kelompok masyarakat.
29

Dalam hal ini pembangunan perkotaan sebaiknya 

mempertimbangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. 
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sehingga dimaksudkan agar tetap mempertahankan apa yang telah 

dikembangkan dan mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan, 

sehingga masyarakat bisa fokus dengan usaha yang dikelola. Hal ini dapat 

dicapai dengan upaya kerjasamadengan lembaga pemerintah dan pihak 

lainnya serta mengangkat aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mampu 

meraih peluang-peluang ekonomi dan pembangunan dimasa yang akan 

datang.
30

 

 Adapun koordinasi dan kerjasama Bank Indonesia dan Pemerintah 

adalah Bank Indonesia telah melakukan berbagai kerja sama dan koordinasi 

melalui beberapa Memorandum of Understanding (MoU) dengan kementerian 

/Lembaga pemerintah dan bersama pemangku kebijakan yang lain, Bank 

Indonesia melakukan koordinasi pengembangan sektor riil dengan melakukan 

beberapa program pengembangan.  

 Pertama, dengan kementerian pertanian dengan mengembangkan klister 

produk pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu melalui 

pengembangan infrastruktur keuangan, memberikan pengetahuan atau 

pemahaman pada pelaku usaha tani di bidang keuangan serta kemandirian 

dalam kegiatan usaha dan peningkatan kemampuan produksi untuk 

memberikan nilai tambah sesuai karakteristik produk.  

KeduaBank  Indonesia dan kementerian pertanian juga melakukan 

program pengembangan masyarakat dalam rangka peningkatan modal usaha 

dan kesejahteraan peserta program. Kedua, Bank Indonesiaa bekerja sama 
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dengan kemenkop-UKM mendirikan Lembaga-lembaga dan memberi 

konsultasi kepada UMKM. Dengan memberikan pendampingan UMKM 

dalam mengembangkan usahanya, khususnya melalui proses pelatihan 

peningkatan skill dan inovasi pengembangan produk, pengembangan 

pemasaran, dan peningkatan akses keuangan.  

Ketiga, mendorong pelaksanaan sertifikasi lahan usaha mikro kecil yang 

merupakan program BPN. Dengan bukti kepemilikan ha katas tanah tersebut, 

usaha mikro tersebut mempunyai jaminan yang diakui dalam proses pengajuan 

kredit perbankan. Keempat, mendukung program minapolitan yang bentuk 

oleh kementerian kelautan dan perikanan. Konsep tersebut merupakan sinergi 

atas seluruh potensi dan sumber daya yang meliputi produksi bahan baku, 

pengolahan dan pemasaran dalam satu wilayah.
31

 Disini peran Bank Indonesia 

dalam mendukung program minapolitan berkaitan dengan peningkatan akses 

keuangan oleh pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Bank Indonesia 

juga bertindak sebagai mitra Kemenko Perekonomian dalam pelaksanaan 

program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan percepatan Pendirian Perusahaan 

PenjaminKredit Daerah (PPKD). Pada program KUR selama ini telah menjadi 

andalan pelaku usaha mikro kecil karena proses penjaminan yang dibantu oleh 

pemerintah melalui perusahaan penjamin. Dan PPKD di berbagai daerah juga 

berdampak positif terhadap perekonomian daerah tersebut melalui 

peningkatan akses keuangan UMKM. 
32
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3. Perbankan 

 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

Menjelaskan bahwa Perbankan sebagai perantara antara pihak yang 

kekurangan dana dan pihak yang kelebihan dana atau badan usaha yang  

menghimpun dana dari masyarakat dalam  bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada  masyarakat dalam bentuk kredit atau  pinjaman dan 

bentuk-bentuk lain, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat  banyak. 

Sistem perbankan sebagai lembaga perantara keuangan, memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap distribusi kekayaan dalam masyarakat, masalah 

kemiskinan serta eliminasi keadilan sosial.
33

 

Khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka 

aturanpembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. 

Sementara itu sektor ekonomi di Indonesia secara otentik sebagian besar 

didukung oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada saat 

krisis ekonomi, sektor ini mampu tetap bertahan. Sektor UMKM mempunyai 

keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan melalui suatu 

kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula. 

Permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah 

permodalan. Sektor UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal 

dari bank.
34
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Disini Bank Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dan sangat 

strategi dalam membantu perkembangan UMKM, khususnya dalam bidang 

komoditi, tekstil, pertanian, peternakan, perikanan, dan berbagai macam usaha 

di sektor ekonomi lainnya. Program pengembangan UMKM bank Indonesia 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Bank 

Indonesia berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

pengendalian inflasi, agar masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga 

barang-barang. Salah satunya dengan membuat berbagai program untuk 

pengembangan UMKM. Program UMKM bank Indonesia terdiri dari program 

pengembangan UMKM dan sektor Riil dan program sosial bank Indonesia.
35

 

Adapun Peran Bank Indonesia dalam pengembangan sektor ril tidak 

lepas dari tujuan utama Bank Indonesia yaitu mencapai inflasi yang rendah 

dan terkendali. Stabilitas harga juga membutuhhkan pertumbuhan ekonomi 

yang berkualitas, melalui pengembangan sektor riil. Upaya Bank Indonesia 

untuk turut mengembangkan sektor riil dapat membantu pemerintah untuk 

mencapai target-target pembangunan seperti penimgkatan kesejahteraan 

masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Dalam upaya meningkatkan 

efisiensi pelaksanaan tugas, Bank Indonesia menggabungkan kebijakan 

moneter dengan beberapa strategi kebijakan lain termasuk pengembangan 

sektor riil khususnya UMKM
36

. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan 
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peranan UMKM dalam perekonomian. Strategi pengembangan sektor riil dan 

UMKM yang dilakukan Bank Indonesia diwujudkan dalam beberapa kegiatan.  

Pertama, dengan pengembangan klaster dan pengembangan bisnis, 

khususnya pada produk yang menunjang ketahanan pangan, meningkatkan 

ekspor dan pengalihan impor. Kedua dengan meningkatkan akses keuangan 

dengan program peningkatan kelayakan keuangan UMKM,  penguatan 

infrastruktur keuangan dan fasilitas program pemerintah yang memberikan 

nilai tambah, seperti pendirian perusahaan penjamin kredit daerah, 

preningkatan kredit untuk UMKM, pemanfaatan sertifikasi hak atas tanah, dan 

pemanfaatan asuransi ternak sapi, skema resi Gudang, serta fasilitasi kredit 

program pemerintah. Ketiga mengkatkan koordinasi dan kerja sama  dengan 

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Lembaga internasional melalui 

memorandum of understanding(MoU) dan mekanisme koordinasi lain.
37

 

 

B. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual yang peneliti gunakan dalam membuat skripsi ini 

menggunakan kerangka konseptual sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI 

dalam pembangunan Kota Jambi. Kerangka konseptual tersebut peneliti sajikan 

dalam gambar berikut: 
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Gambar Kerangka Konseptual 
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Adanya interaksi antar dua stakeholders yaitu Pemda Kota Jambi dan Bank 

Indonesia untuk pembangunan Kota Jambi diperlukan adanya sinergi antar dua 

pemangku kepentingan tersebut. Sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur 

atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi 
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sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk 

menghasilkan output yang lebih baik. 

Sinergitas antara Pemda Kota Jambi dan BI dapat terbangun melalui dua 

cara yaitu (a). Komunikasi dan Koordinasi. Pengertian komunikasi dapat 

dibedakan atas dua bagian, yaitu: Pengertian komunikasi yang berorientasi pada 

sumber menyatakan bahwa, komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang 

(sumber) secara sungguhsungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan 

tanggapan. Serta pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima 

memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang 

(penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan. (b). Koordinasi. Disamping 

adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. 

Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang 

dinyatakan oleh Hasan bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi.
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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kota Jambi 

1. Kondisi Geografis 

Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Provinsi Jambi, secara 

geografis terletak pada koordinat 01°32‟45” sampai dengan 01°41‟41‟ Lintang 

Selatan dan 103°31‟29” sampai dengan 103°40‟6” Bujur Timur. Secara 

administrasi wilayah Kota Jambi berbatasan langsung dengan: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro 

Jambi 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mestong, Kabupaten 

Muaro Jambi 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten 

Muaro Jambi 

d. Sebelah Timur berbatsan dengan Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten 

Muaro Jambi.
39

 

Luas keseluruhan wilayah administrasi Kota Jambi menurut Undang-

Undang Nomor: 6 Tahun 1986 seluas 205,38 KM2atau sekitar 0,38% dari luas 

wilayah Provinsi Jambi dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 
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Tahun 2013 seluas 175,53 KM2. Secara administratif Kota Jambi terbagi atas 11 

Kecamatan dan 62 Kelurahan,
40

 

2. Kondisi Demografis 

Setiap tahun jumlah penduduk di Kota Jambi terus mengalami peningkatan. 

Pada Tahun 2013 jumlah penduduk Kota Jambi adalah 556.332 jiwa, dan terus 

meningkat menjadi 591.134 jiwa pada Tahun 2017. Pada tahun 2021, jumlah 

penduduk Kota Jambi berjumlah 606.200 jiwa.
41

 Adapun pertumbuhan 

penduduknya berkisar antara 1,29% sampai dengan 3,63% pertahun, dengan 

angka pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,95%.
42

 

3. Kondisi Ekonomi 

a. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat 

mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan, dan 

sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations DevelopmentProgramme 

(UNDP) pada Tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan 

Tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) 

dimensi dasar: 

1) Umur panjang dan hidup sehat 

2) Pengetahuan 

3) Standar hidup layak.
43
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Indeks Pembangunan Manusia Kota Jambi terus mengalami kenaikan, 

pada Tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia sebesar 77,41 poin 

meningkat menjadi 78,37 poin pada Tahun 2021 atau mengalamikenaikan 

0,96 poin. Peningkatan indeks pembangunan manusia menandakan 

harapanuntuk hidup, baik dari dimensi kesehatan, harapan hidup, sekolah 

maupun hidup layaksemakin panjang. 

b. Kemiskinan 

Kemiskinan di Kota Jambi masih beradapada angka yang masih tinggi 

yaitu 50.440jiwa pada Tahun 2021 atau 8,32%. Dengan tingkatkemiskinan 

8,32% tentunya menjadi permasalahan dan isu strategis yang harusmenjadi 

prioritas dalam pembangunan kedepan. Namun demikian jika dilihat 

dariTahun 2019 tingkat kemiskinan berada pada angka 50.610 jiwa, laju 

penurunan tingkatkemiskinan sudah menunjukkan hasil yang positif, 

walaupun belummenunjukkanangka yang cukup signifikanpenurunannya.
44

 

c. Pengeluaran Per Kapita 

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu 

daerah/wilayahdapat dilihat dari nilai pengeluaran per kapita, yang 

merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh 

kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karenaitu, besar kecilnya 

jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai pengeluaran per kapita, 

sedangkan besar kecilnya nilai pengeluaran sangat tergantung pada potensi 

sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah 
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tersebut. Pengeluaran per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai 

pengeluaran per kepala atau per satu orangpenduduk.
45

 

Nilai Pengeluaran per kapita Kota Jambi per bulan pada tahun 

2021adalah sebesar Rp.1.563.595 yang meliputi pengeluaran untuk 

makanan sebesar Rp.683.032 dan pengeluaran non-makanan sebesar 

Rp.880.562. pengeluaran masyarakat Kota Jambi dalam bulan dapat 

dikelompokan pada kategori pengelaran antara 300.000 – 499.999 rupiah 

hingga di atas 1.500.000.
46

 

B. Gambaran Umum Bank Indonesia  Provinsi Jambi 

1. Sejarah Singkat Bank Indonesia 

Sebelum kedatangan bangsa barat, Nusantara telah berkembang menjadi 

wilayah perdagangan internasional. Pada saat itu terdapat dua jalur perniagaan 

internasional yang digunakan oleh para pedagang yakni jalur darat dan jalur laut. 

Pada masa itu telah terdapat dua kerajaan utama di Nusantara yang mempunyai 

andil besar dalam meramaikan perniagaan internasional yaitu kerajaan Sriwijaya 

dan kerajaan Majapahit. Dalam maraknya perniagaan tersebut belum ada mata 

uang baku yang dijadikan nilai standar meskipun masyarakat telah mengenal mata 

uang dalam bentuk sederhana.
47

 

Sementara itu pada abad ke-15 bangsa-bangsa Eropa sedang berupaya 

memperluas wilayah penjelajahannya diberbagai belahan dunia termasuk Asia dan 

Nusantara. Sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Usmani 

(1453), penjelajahan tersebut dipelopori oleh Spanyol dan Portugis yang 
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kemudian diikuti oleh Belanda, Inggris dan Prancis. Kegiatan penjelajahan 

tersebut telah mendorong munculnya paham merkantilisme di Eropa pada abad ke 

16-17.
48

 

Selanjutnya pada akhir abad ke-18 revolusi industri telah berlangsung di 

Eropa. Kegiatan industri berkembang dan hasil produksi meningkat sehingga 

mendorong kegiatan ekspor ke wilayah Asia dan Amerika. Pesatnya perdagangan 

di Eropa memicu tumbuhnya lembaga pemberi jasa keuangan yang merupakan 

cikal bakal lembaga perbankan modern, antara lain seperti Bank Van Leening di 

Belanda. Kemudian secara bertahap bank-bank tertentu di wilayah Eropa seperti 

Bank Of England (1773), Riskbank (1809), Bank of Franch (1800) berkembang 

menjadi Bank Sentral.
49

 

Munculnya Malaka sebagai emporium perdagangan telah menarik perhatian 

bangsa Portugis yang akhirnya pada tahun 1511 berhasil menguasai Malaka. 

Mereka terus bergerak kearah timur menuju sumber rempah-rempah di Maluku. 

Disana Portugis menghadapi bangsa Spanyol yang datang melalui Filifina. 

Beberapa saat kemudian bangsa Belanda juga berusaha menguasai sumber-

sumber komoditi perdagangan di Jawa dan Nusantara. Dengan mengibarkan 

bendera VOC, mereka mengukuhkan kekuasaannya di Batavia pada tahun 1619. 

Untuk memperlancar dan mempermudah aktivitas perdagangan VOC di 

Nusantara, pada tahun 1746 didirikan De Bank Van Leening dan kemudian 

berubah menjadi De Bank Courant en Bank Van Leening pada tahun 1752. Bank 

Van Leening merupakan Bank pertama yang beroperasi di Nusantara. Pada akhir 
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abad ke-18, VOC telah mengalami kemunduran bahkan kebangkrutan, maka 

kekuasaan VOC di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda. 

Setelah masa pemerintahan Herman William Daendels dan Janssen, Hindia Timur 

akhirnya jatuh ke tangan Inggris.
50

 

Ratu Inggris mengutus Sir Thomas Stanford Raffless untuk memerintah 

Hindia Timur namun pemerintahan Raffless tidak bertahan lama karena setelah 

usainya perang melawan Prancis (Napoleon) di Eropa, Inggris dan Belanda 

membuat kesepakatan bahwa semua wilayah Hindia Timur diserahkan kembali 

kepada Belanda. Sejak saat itu Hindia Timur disebut sebagai Hindia Belanda 

(Netherland Indie) dan diperintah oleh komisaris Jendral (1815-1819) yang terdiri 

dari Elout, Buyskes dan Van Der Capellen. Pada periode inilah berbagai 

perbaikan ekonomi mulai dilaksanakan di Hindia Belanda, hingga nantinya Du 

Bus menyiapkan beberapa kebijakan yang mempersiapkan didirikannya De 

Javasche Bank pada tahun 1828.
51

 

Pada tahun 1828, pemerintah Hindia Belanda mendirikan De Javasche Bank 

sebagai Bank Sirkulasi yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang. 

Tahun 1953, Undang-Undang pokok Bank Indonesia yakni UU No. 11/1953 

menetapkan bahwa Bank Indonesia didirikan menggantikan De Javasche Bank, 

bertugas untuk menjaga stabilitas rupiah, mengedarkan uang, memajukan 

perkembangan dan melakukan pengawasan urusan kredit. 

Pada tahun 1968, diterbitkan Undang-undang Bank Sentral yakni UU No. 

13/1968 yang melarang Bank Indonesia melakukan kegiatan komersial. Tugas 
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pokok Bank Indonesia adalah membantu pemerintah mengatur, menjaga dan 

memelihara stabilitas rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, 

serta memperluas kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. 

Tahun 1999 merupakan babak baru dalam sejarah Bank Indonesia dimana UU No. 

23 tahun 1999 menjadikan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen, 

single objective mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, melalui tiga 

tugas pokok, yakni: melaksanakan kebijakan moneter, sistem pembayaran dan 

pengawasan bank.
52

 

Pada tahun 2004 Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan 

fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang 

Bank Indonesia termasuk penguatan Governance. Pada tahun 2008, pemerintah 

mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 

2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. 

Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional 

dalam mengahadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap 

pembiayaan jangka pendek dari Bank Indonesia.
53

 

Pada tahun 2011, dikeluarkan Undang-Undang baru yakni UU No. 21/2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjelaskan bahwa fungsi 

pengawasan bank dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan 
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sejak 31 Desember 2013 dan diganti dengan fungsi pengaturan dan pengawasan 

stabilitas sistem keuangan.
54

 

2. Visi dan Misi Bank Indonesia 

a. Visi Bank Indonesia 

Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap 

perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara emerging markets. 

b. Misi Bank Indonesia 

1) Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui kebijakan 

moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. 

2) Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan 

makro prudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikro 

prudensial Otoritas Jasa Keuangan. 

3) Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui 

penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi 

dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. 

4) Turut mendukung stabilitas makro ekonomi dan pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia. 

5) Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan 

ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar 

keuangan. 
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6) Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan 

ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar 

keuangan. 

7) Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat 

nasional hingga tingkat daerah. 

8) Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, 

tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.
55

 

3. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia 

a. Tujuan Bank Indonesia 

Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yakni mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah diukur dari dua aspek yaitu 

kestabilan nilai uang terhadap barang dan Rupiah terhadap mata uang negara 

lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan 

moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan 

kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian.
56
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pemerintah Daerah Kota Jambi, dalam upayanya untuk menunjang 

pembangunan di daerah Kota Jambi, melakukan sinergi dengan merevitalisasi 

fungi dan peran kantor BI di daerah agar lebih aktif sebagai katalisator untuk 

memperkuat intermediasi perbankan. Seperti sinergi dalam pemberdayaan dan 

permodalan UMKM. Membentuk tim Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah 

(TFPPED) yang terdiri atas Pemda, BI, dan Perbankan. Sementara dalam hal 

pemberdayaan UMKM Pemda dan dan BI menginisiasi program pengembangan 

UMKM dan sektor Rill dan program sosial. 

Pada bagian pembahasan tentang sinergi antara Pemda Kota Jambi dan 

Bank Indonesia dalam pembangunan ekonomi Kota Jambi dan sektor UMKM, 

terlebih dahulu penulis akan menggambarkan bagaimana lanskap pertumbuhan 

ekonomi Kota Jambi, khususnya perkembangan UMKM tiga tahun terakhir, 

kemudian membahasan tentang sinergi antara Pemda Kota Jambi dan Bank 

Indonesia dalam pemberdayaan UMKM di Kota Jambi, dan terakhir membahas 

tentang kendala yang dihadapi dalam sinergi tersebut. 

 

 

 

 

 



 

 

 

A. Sinergi Pemerintah Kota dan Bank Indonesia dalam Mewujudkan  

Pembangunan Kota Jambi dan Pemberdayaan UMKM 

1. Dasar Kebijakan Sinergi Antara Pemda Kota Jambi dan BI dalam 

Pembagnunan Kota Jambi 

Kata sinergi merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris 

yaitusynergy. Sebuah sumber menyebutkan kata „synergy‟ berasal dari 

bahasaYunani yaitu sunergos yang dalam Bahasa Inggris bermakna “working 

together” atau bekerja bersama dalam Bahasa Indonesia. Oxford Dictionary 

memaknaisynergy sebagai:“The interaction or cooperation of two or 

moreorganizations, substances, or other agents toproduce a combined effect 

greater than thesum of their separate effects,”bila dibahasakan sebagai “interaksi 

atau kerja sama dari dua atau lebihorganisasi, materi fisik, atau agen untuk 

menghasilkan sebuah efek gabunganyang lebih besar daripada menjumlahkan 

masing-masing efek yang diciptakanoleh masing-masing organisasi atau materi 

fisik atau agen.” 

Sumber lain, seperti Cambridge Dictionary, memaknai synergy sebagai “The 

combined power of a group of things when they are working together that is 

greater than the total power achieved by each working separately”, bila 

dibahasakan juga memiliki makna yang serupa diatas. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia memaknai sinergi, yang merupakan kata benda, sebagai kegiatan atau 

operasi gabungan. 

Untuk menyederhanakan dalam memahami penerapan sinergi dalam 

pembangunan ekonomi Kota Jambi, maka sinergi dimaknai sebagai kerja sama 



 

 

 

antar unsur, lembaga, atau kelompok yang berbeda, dalam hal ini Pemda Kota 

Jambi dan Bank Indonesia, yang sengaja diarahkan untuk saling mengisi dan 

melengkapi guna mencapai hasil yang lebih baik dibanding dikerjakan sendiri-

sendiri. 

Sejalan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dimana tujuan atau 

berbagai upaya strategis yang sama antar fungsi pemerintah harus bersinergi. 

Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional pada Pasal 2 bahwa sebuah sistem perencanaan 

pembangunan didesain guna menjamin terciptanya sinergi antar fungsi pemerintah 

pusat dan daerah dan lain-lain atau dengan kata lain desain sebuah perencanaan 

menjamin terciptanya sinergi antar fungsi pemerintah. 

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terkait tata cara perencanaan 

menjelaskan bahwa agar sinergitas pembangunan atau sinergitas pelaksanaan 

prioritas pembangunan terjadi, maka perlu pelibatan berbagai pemangku 

kepentingan dalam perumusan masalah dan analisis isu strategis dan penyelarasan 

program dan kegiatan antar perangkat daerah. Kepentingan atau tujuan atau 

berbagai upaya strategis yang sama antar fungsi pemerintah atau antara pusat dan 

daerah harus bersinergi. Permendagri tersebut juga menjelaskan bahwa sinergi 

terjadi juga semenjak penyusunan rencana dengan pelibatan pemangku 

kepentingan dan ini sudah diamanatkan sejak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 dimana seorang pimpinan daerah menyelenggarakan sinergi perencanaan 

antar unit-unit pemerintahan di bawah naungannya. 

 



 

 

 

 

2. Perkembangan Eknonomi dan UMKM Kota Jambi 

a. Perkembangan Ekonomi Kota Jambi 

Pada hakikat, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan 

kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, 

memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, 

meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan 

ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan 

lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan 

masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.  

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, 

perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk 

digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional 

khususnya di bidang ekonomi. Angka pendapatan nasional/regional dapat 

dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang 

telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun 

swasta. 

Perkembangan ekonomi Kota Jambi dapat dilihat dari pertumbuhan 

PDRB. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto, merupakan nilai tambah 

bruto seluruh barang danjasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah 

domestik suatu negara yang timbul akibat berbagaiaktivitas ekonomi dalam 



 

 

 

suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang 

dimiliki residen atau non-residen.
57

 

Nilai PDRB Kota Jambi atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2020 

mencapai 29.815,11 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami 

penurunan sebesar 821,05 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 

yang mencapai 30.636,17 miliar rupiah. Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi 

oleh penurunan produksi di seluruh lapangan usaha dan rendahnya daya beli 

masyarakat sebagai dampak pandemic COVID-19 serta adanya pembatasan 

aktifitas selama pandemi.  

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami 

penurunan, dari 19.561,13 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 18.918,89 

miliar rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020, Kota 

Jambi mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar minus 3,28 persen, menurun 

drastis dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 4,79 persen (2019). Penurunan 

PDRB ini murni disebabkan oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan 

usaha.
58

 

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kota 

Jambi didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil (31,85 persen); Industri 

Pengolahan (10,72 persen); Konstruksi (9,38 persen); Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (9,04 persen); 

Transportasi dan Pergudangan (8,68 persen) pada tahun 2020. Hal ini dapat 
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dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan 

PDRB Kota Jambi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Jambi 

pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil, yaitu mencapai 31,85 persen (mengalami kenaikan 

dibandingan tahun 2019 yaitu sebesar 31,17 persen).  

Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 10,72 persen 

(mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 9,97 persen), 

disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,38 persen (meningkat 

dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 9,15 persen).Berikutnya lapangan 

usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 

sebesar 9,04 persen (mengalami kenaikan sebesar 8,59 persen di tahun 2019) 

dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,68 persen 

(mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 

12,03 persen). Kelima lapangan usaha tersebut mengalami peranan yang 

berfluktuasi. Berbeda dengan tahun sebelumnya (2019), pada tahun 2020 

untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor; Industri Pengolahan; Konstruksi dan Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib cenderung meningkat. Sedangkan 

Lapangan usaha Industri Transportasi dan Pergudangan juga mengalami 

fluktuasi tapi dengan kecenderungan menurun pada tahun 2020.
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b. Perkembangan UMKM Kota Jambi 

UMKM mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan 

roda perekonomian Kota Jambi. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara 

sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan karena memerlukan modal 

yang relatif kecil. Oleh sebab itu, aktivitas UMKM merupakan kegiatan 

ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari 

dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya.  

Hasil pencacahan lengkap Sensus Ekonomi 2021-Listing menunjukkan 

bahwa usaha mikro lebih mendominasi dari sisi jumlah dibandingkan usaha 

kecil, yaitu mencapai 90 persen. UMKM khususnya usaha mikro mempunyai 

ciri jika tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat 

berpindah tempat. Jenis barang/ komoditi pun tidak selalu tetap, sewaktu-

waktu dapat berganti. Terkadang terjadi perubahan jenis aktivitas yang cukup 

cepat. Akibat dari perubahan-perubahan tersebut, mayoritas UMK beroperasi 

secara komersil dalam waktu yang relatif tidak lama, yaitu kurang dari 10 

tahun.
60

 

Sebagian besar UMKM di Kota Jambi memiliki karakteristik informal 

dan dikelola secara sederhana, yang sebagian dicirikan dengan tidak adanya 

status badan hukum dan tidak adanya sistem pencatatan keuangan. 

Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja 

UMKM. Dari data SE2021 Lanjutan, pengelolaan UMKM yang dilakukan 
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secara sederhana, tercermin dari status badan hukumnya dan pencatatan 

laporan keuangannya.
61

 

Jumlah UMKM di Kota Jambi mencapai 48,496 UMKM,
62

 yang terdiri 

dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan 

sepeda motor sebesar 53,9 persen, sektor penyedia akomodasi dan penyedia 

makan dan minum sebesar 15,56 persen, sektor industri pengolahan sebesar 

9,6 persen, sektor pengangkutan, pergudangan, informasi dan komunikasi 

sebesar 6,57 persen, sektor aktivitas jasa sebesar 3,46 persen, sektor 

pendidikan sebesar 3,1 persen, sektor real estate sebesar 1,99 persen.
63

 

Jumlah UMKM tersebut tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Jambi 

dengan jumlah tertinggi berada di Kecamatan Jambi Timur yangberjumlah 

7.084 UMKM. Diantaranya sebagai berikut: Kecamatan Jambi Timur7,084 

UMKM, Jambi Selatan4,721 UMKM, Danau Teluk 2,323 UMKM, Danau 

Sipin 4,248 UMKM, Kota Baru4,147 UMKM, Pasar Jambi1,434 UMKM, 

Alam Barajo5,189 UMKM, Jelutung4,982 UMKM, Telanaipura3,957 UMKM, 

Pelayangan3,051 UMKM, dan Kecamatan Paal Merah7,360 UMKM.
64

 

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 

Data UMKM Kota Jambi 2021 

No Kecamatan 
Rekapitulasi 

UMKM 

Bidang Usaha 

Kuliner Fashion Dagang / Industri Jasa / Lainnya 
Pertanian/ 

peternakan 

1 Jambi Timur                           7,084         2,963                   11                              3,064                              846                                 200  

2 Jambi Selatan                           4,721         2,037                   17                              1,787                              760                                 120  

3 Danau Teluk                           2,323             620                 106                                 890                              374                                 333  

4 Danau Sipin                           4,248         1,611                   29                              1,824                              681                                 103  

5 Kota Baru                           4,147         1,454                     8                              1,863                              673                                 149  

6 Pasar Jambi                           1,434             595                     3                                 694                              125                                    17  

7 Alam Barajo                           5,189         1,911                   18                              2,191                              887                                 182  

8 Jelutung                           4,982         2,017                     2                              2,205                              677                                    81  

9 Telanaipura                           3,957         1,527                   32                              1,534                              601                                 263  



 

 

 

10 Pelayangan                           3,051         1,046                   65                              1,176                              535                                 229  

11 Paal Merah                           7,360         2,806                   16                              2,667                           1,476                                 395  

JUMLAH ……                        48,496       18,587                 330                            19,872                           7,635                              2,072  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ada sekitar 200 pelaku Umkm yang tersebar di sebelas kabupaten dan 

kota yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi. Bantuan yang 

diberikan tidak berupa uang tunai, melainkan bantuan sarana dan prasarana 

untuk usaha seperti gerobak jualan, blender, kompor gas, open, mesin spinner, 

alat penggoreng, mesin ekspreso, kuali, kukusan, mixer, bibit cabai ,bibit 

benih ikan, bibit bawang merah,. Wakil wali kota Jambi Maulana di jambi, 

mengatakan penyerahan bantuan ini selain bertujuan meningkatkan 

produktivitas UMKM, juga bagian yang tidak terpisahkan dari program dalam 

mengatasi inflasi. 

Berdasarkan Hasil observasi, dokumentasi dan wawancara mengenai 

sinergi Pemda Kota Jambi dan BI dalam pengembangan UMKM di Kota 

Jambi, yang menjadi lokasi penelitian terinci sebagai berikut: Jumlah UMKM 

yang mendapatkan binaan dari Pemda dan BI berjumlah 440 pelaku usaha. 

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Humas Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Jambi yang menjelaskan bahwa: 

Untuk saat ini jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan permodalan 

dari bentuk kerjasama antara pihak Pemda dengan Bank Indonesia 

adalah 11 kelompok UMKM yang tersebar di 62 kelurahan, untuk  

masing-masing kelompok UMKM beranggotakan hingga 40 pelaku 

usaha bahkan lebih. Jadi dirata-ratakan maka jumlah pelaku usaha 

UMKM yang mendapatkan pinjaman modal usaha sekitar 440 pelaku 

usaha.
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Dari jumlah tersebut, peneliti melakukan observasi dan wawancara 

terhadap UMKM binaan Pemda dan BI melalui teknik wawancara dengan 

sejumlah pemilik UMKM di kawasan Kota Jambi. Jumlah unit usaha tersebut 

terdiri dari pengelola unit usaha bidang makanan, minuman, dan jenis usaha 

lain. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap sejumlah pelaku 

UMKM di Kota Jambi, diperoleh data pendapatan sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Pendapatan UMKM Kota Jambi  

No Pendapatan (Per Bulan) 

1 5 juta – 10 juta 

2 11 juta – 20 juta 

3 21 juta – 30 juta 

4 31 juta – 40 juta 

5 > 50 juta 

 

Pada tahun 2020, Covid 19 melanda Kota Jambi, yang berdampak 

terhadap sektor ekonomi di Kota Jambi, salah satunya kegiatan ekonomi 

UMKM di Kota Jambi, terutama dalam pendapatan usaha UMKM. Beberapa 

pemilikUMKM di Kota Jambi yang menyediakan makanan dan minuman 

dapat memperoleh keuntungan lebih dari 1 kali lipat dari modal yang mereka 

putar untuk membeli bahan-bahan untuk makanan dan minuman, barang-

barang jualan serta biaya operasional lain.  

Pendapatan para pelaku UMKM di Kota Jambi dalam keadaan normal 

sebelum pandemi berkisar antara 5 sampai 10 juta per bulan untuk jenis 



 

 

 

UMKM jasa, 21 sampai 30 juta per bulan untuk jenis UMKM kuliner 

berbentuk kantin dan 31-40 juta jenis UMKM kuliner berbentuk rumah makan. 

Pendapatan ini berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah UMKM di Kota 

Jambi yang diteliti. Salah satunya pemilik usaha jasa yang menjelaskan bahwa: 

Jumlah pengunjung selama pandemi mengalami penurunan selama 

pandemi. Pengunjung biasanya lebih banyak di hari libur dan hari libur 

nasional. Pada awal pandemi pendapatan kami mengalami penurunan 

tajam karena masyarakat yang lebih engganuntuk keluar rumah sehingga 

menyebabkan berkurang drastisnya pengunjung tempat pariwisata. 

Untuk pendapatan normal kurang lebih 6,5 juta tapi selama pandemi 

penghasilan turun tajam bahkan kadang dalam satu hari kami tidak 

mendapat penghasilan sama sekali.
66

 

Sementara UMKM kuliner lain berbentuk kuliner, memiliki pendapatan 

antara 21 juta sampai 30 juta per bulan. Pemilik UMKM kuliner  

menyampaikan bahwa: 

Untuk modal usaha, kami memang menggunkan modal sendiri. 

Pendapatan normal mencapai Rp. 300.000-1.000.000 perhari, namun 

selama kebijakan PPKM paling hanya bisa mendapat penghasilan 

kisaran kurang dari Rp.50.000 per hari.
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Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan 

UMKM jasa di Kota Jambi pada masa sebelum pandemi berkisar antara 5 juta 

sampai 10 juta per bulan, sementara pendapatan UMKM kuliner berkisar 

antara 21 juta sampai 40 juta perbulan. Pendapatan ini dihasilkan dalam 

keadaan normal sebelum adanya pandemi Covid 19. 
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Selama pandemi COVID 19, hampir seluruh pemilik UMKM di Kota 

Jambi mengalami penurunan pendapatan dikarenakan daya beli konsumen 

yang menurun dan minimnya jumlah pengunjung serta aturan pemerintah.  

Pendapatan UMKM di Kota Jambi pada masa pandemi sebelum 

pemberlakuan kebijakan PPKM berkurang drastis dibandingkan sebelum masa 

pandemi, namun sejak pemberlakuan PPKM kegiatan usaha UMKM terhenti 

sehingga berdampak pada tidak adanya pendapatan sama sekali selama 2 

bulan, yaitu bulan Agustus dan September. Pendapatan UMKM jasa pada 

masa pandemi Covid 19 hanya 120.000 per minggu atau 480.000 per bulan. 

Pada masa PPKM, pendapatan selama 2 bulan sebesar 0 rupiah, karena jasa 

berhenti beroperasi sama sekali. Sebagaimana hasil wawancara dengan 

pemilik UMKM jasa yang mengatakan bahwa: 

Usaha saya sempat berhenti selama lebih kurang 3 bulan akibat pendemi 

covid karena kebijakan lockdwon dan PPKM yang diberlakulan oleh 

pemerintah. Sebelum ada PPKM, pendapatan dalam seminggu itu sekitar 

120.000, hanya cukup untuk makan sehari-hari dan uang bensin.
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Pendapatan UMKM kuliner juga terdampak akibat Covid 19. Pada masa 

PPKM, pendapatan usaha kuliner di Kota Jambi hanya 50.000 per hari atau 

1,5 juta per bulan. Sedikit lebih baik dibandingkan UMKM jasa yang berhenti 

total. Pemilik usaha kuliner menjelaskan bahwa: 

Untuk modal usaha, kami memang menggunkan modal sendiri. 

Pendapatan normal mencapai Rp. 300.000-1.000.000 perhari, namun 

selama kebijakan PPKM paling hanya bisa mendapat penghasilan 
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kisaran kurang dari Rp.50.000 perhari.
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Dampak Pandemi Pada UMKM di Kota Jambi sejak penerapan 

kebijakan PSBB dan PPKM tetap membawa dampak negatif bagi bagi 

pendapatan UMKM di Kota Jambi, hal ini disebabkan oleh dampak tidak 

langsung dari pandemi COVID 19. Dampak penurunan pendapatan paling 

signifikan dirasakan oleh UMKM jasa yang mengalami penurunan pendapatan 

saat pandemi hingga berhenti beroperasi selama masa PPKM. 

Pandemi COVID 19 telah menyebabkan hilangnya pendapatan bagi 

UMKM di Kota Jambi. Hal ini terjadi karena menurunnya jumlah konsumen 

yang berkunjung. Sejumlah pelaku UMKM menyatakan bahwa COVID 19 

membawa dampak yang buruk bagi jasa dan kuliner yang dijual. Karena 

banyak dari unit usaha yang tidak beoperasi pada masa PPKM atau beroperasi 

namun tidak ada penghasilan karena pengunjung yang sepi. Jumlah kerugian 

yang dirasakan berbeda-beda, tergantung pada jam operasi dan jumlah 

konsumen. 

Dari sejumlah UMKM yang berhasil diwawancarai hanya sebagian kecil 

yang masih mengoperasikan unit usahanya pada masa pandemi dan bahkan 

menutup sementara kegiatan usahanya. Untungnya dua bulan terakhir dari 

September dan Oktober merupakan pemulihan kondisi ekonomi UMKM di 

Kota Jambi, karena jumlah konsumen yang kembali normal bersamaan dengan 

penghentian kebijakan PPKM. 
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3. Proses Sinergi Pemda Kota Jambi dan Bank Indonesia dalam 

Pembangunan Kota Jambi 

Sinergi instansi adalah hubungan kerjasama antar indiviudu atau kelompok 

agar mencapai tujuan yang sudah disepakati atau di tetapkan. Sinergi antar 

instansi dapat terbangun melalui dua cara yaitu komunikasi dan koordinasi. 

a. Komunikasi Pemda Kota Jambi dan Bank Indonesia 

Kata komunikasi berasal dari bahasa latin, communicatus, artinya 

berbagi atau menjadi milik bersama - mengacu pada upaya yang bertujuan 

untuk mencapai kebersamaan. Menurut webster New Collogiate Dictionary, 

komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu 

melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku. 

Komunikasi adalah proses yang diperlukan untuk membangun sinergi 

antara Pemda Kota Jambi dan bank Indonesia untuk pembangunan Kota Jambi.  

Berdasarkan hasil wawancara terhadap humas Pemda Kota Jambi. 

Penulis menemukan bahwa komunikasi yang dilakukan antara Pemda Kota 

Jambi dan BI dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan 

berbagai media yang tersedia. Humas Pemda Kota Jambi menjelaskan bahwa: 

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak Pemda dan Bank Indonesia itu 

melelui beberapa cara, yang pertama komunikasi secara langsung yang 

dilakukan saat pertemuan dan pelatihan rutin yang dilakukan seminggu 

sekali dan untuk komunikasi yang tidak langsung dapat dilakukan 

melalui internet dengan memanfaatkan media sosial terutama whatssapp, 

dengan membuat grup whatssapp dan memberikan semua informasi 

terbaru melalui grup tersebut.
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Humas Pemda Kota Jambi mengatakan bahwa kegiatan komunikasi 

langsung, dilakukan melalui acara pertemuan khusus dalam waktu tiga bulan 

sekali. Humas Pemda Kota Jambi menjelaskan bahwa: 

Dalam mengkomunikasikan tujuan pembangunan yang akan dilakukan, 

pihak Pemda memberikan informasi kepada pihak Bank Indonesia 

melalui pertemuan khusus yang diadakan sekali dalam tiga bulan, dalam 

pertemuan inilah Pemda menyampaikan bagaimana dan apa saja yang 

harus kita lakukan untuk mewujudkan pembangunan yang akan kita 

laksanakan.
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Menurut Humas Pemda Kota Jambi, tujuan komunikasi tersebut adalah 

untuk menyelaraskan antara tujuan Pemda Kota Jambi dalam pembangunan 

dan tujuan dari BI, hal tersbut sebagaimana hasil wawancara dengan Humas 

Pemda Kota Jambi menjelaskan bahwa: 

Dalam mencapai tujuan pembangunan, pihak Pemda memberikan 

beberapa pilihan yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia untuk 

mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, setelah diberikan beberapa 

pilihan, baru kita memperoleh jalan yang bisa kita tempuh dan 

menetapkan kesepakatan antara pihak Pemda dengan Bank Indonesia, 

dan kesepakatan tersebutlah yang akan dijadikan acuan dalam 

mewujudkan pembangunan tersebut.
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Sedangkan komunikasi berbentuk sosialisasi yang dilakukan Pemda 

Kota Jambi dalam mengkomunikasikan rencana pembangunan terhadap pihak 
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BI, dilakukan dengan cara menyampaikan rencana pembangunan dan upaya-

upaya dalam melakukan pembangunan tersbut. Humas Pemda Kota Jambi 

menjelaskan bahwa: 

Dalam mensosialisasikan rencana pembangunan daerah Kota Jambi 

kepada Bank Indonesia yaitu dengan melakukan pertemuan antara pihak 

Pemda dengan Bank Indonesia tentang rencana yang telah disediakan 

dan bagaimana upaya yang akan dilakukan dalam menjalankan rencana 

pembangunan tersebut, dalam pertemuan inilah semuanya dibahas dan 

disampaikan oleh pihak Pemda kepada pihak Bank Indonesia..
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Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

proses komunikasi yang dilakukan antara Pemda Kota Jambi dan BI dilakukan 

dengan berbagai media, baik secara langsung, maupun tidak langsung. 

Komunikasi secara langsung dilakukan dengan melakukan pertemuan rutin 

dengan agenda 3 bulan sekali untuk membahas pembangunan Kota Jambi, 

termasuk sosialisasi program dan upaya-upaya mewujudkannya. Sementara 

komunikasi tidak langsung, secara umum dilakukan melalui media 

komunikasi seperti whatsapp dan grup khusus antara Pemda Kota Jambi dan 

BI. 

b. Koordinasi Pemda Kota Jambi dan Bank Indonesia 

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-

kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang 

fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. 

Koordinasi juga adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan 

                                                             
73

 Wawancara dengan Humas Pemda Kota Jambi pada tanggal 25 Juli 2022. 



 

 

 

memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan 

menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya 

di antara para anggota itu sendiri.Sedangkan tujuan koordinasi antara lain:  

1) Meraih dan menjaga fektifitas organisasi seoptimal mungkin dengan 

sinkronisasi, kebersamaan, keselarasan dan keseimbangan diantara 

aktivitas yang saling bergantung/berkaitan.  

2) Melakukan pencegahan terhadap timbulnya konflik serta menciptakan 

efisiensi yang optimal pada berbagai aktivitas yang interdependen 

melalui kesepakatan yang mengakomodinir seluruh elemen yang 

berkaitan.  

3) Koordinasi berusaha untuk menciptakan dan menjaga agar suasana dan 

tingkah laku yang ada saling merespon dan mengantisipasi di setiap 

unit kerja baik yang berkaitan maupun tidak. Hal ini supaya 

kesuksesan setiap unit tidak mengganggu atau diganggu oleh unit 

lainnya. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dengan jaringan 

komunikasi dan informasi yang efektif. 

Koordinasi adalah proses yang diperlukan untuk membangun sinergi 

antara Pemda Kota Jambi dan Bank Indonesia untuk pembangunan Kota 

Jambi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap humas Pemda Kota Jambi. 

Penulis menemukan bahwa koordinasi yang dilakukan antara Pemda Kota 

Jambi dan BI dilakukan dengan tujuan untuk menjalin kerja sama dengan cara 

pembagian tugas kerja. Humas Pemda Kota Jambi menjelaskan bahwa: 

Dalam pengorganisasian yang dilakukan oleh pihak Pemda kepada pihak 

Bank Indonesia adalah dengan mangatur dan membagi pekerjaan yang 



 

 

 

akan diselesaikan dengan cara bekerjasama antara dua pihak yakni pihak 

Pemda dan juga pihak Bank Indonesia, pembagian ini bertujuan untuk 

memudahkan dan mengatur keseimbangan kerja yang akan dilaksanakan 

dalam tujuan mewujudkan pembangunan di Kota Jambi.
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Humas Pemda Kota Jambi menambahkan bahwa kegiatan koordinasi ini 

dilakukan dengan tujuan untuk pembagian tugas kerja agar fokus pada tugas 

masing-masing untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pembangunan Kota 

jambi. Humas Pemda Kota Jambi menjelaskan bahwa: 

Bentuk koordinasi yang dilakukan adalah dalam pembagian tugas kerja 

yang akan dilakukan oleh pihak Pemda dan juga pihak Bank Indonesia. 

Pembagian ini bertujuan untuk masing-masing pihak fokus kepada 

pekerjaan yang akan diselesaikan, sehingga tidak ada kesemrautan yang 

terjadi atas masing-masing tanggung jawab kerja. Sehingga memudakan 

dalam penarikan kesimpulan hasil kerja.
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Saat ditanya mengenai pembagian tugas tersebut, Menurut Humas 

Pemda Kota Jambi, Pemda Kota Jambi berperan sebagai pendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan BI berperan sebagai lembaga 

penyalur modal dan stimulus pertumbuhan usaha masyarakat, sebagaimana 

hasil wawancara dengan Humas Pemda Kota Jambi menjelaskan bahwa: 

Dalam melaksanakan pembangunan kota, pihak bank daerah memliki 

fungsi utama yaitu sebagai pendorong terciptanya tingkat pertumbuhan 

perekonomian dan pembangunan daerah. Berdasarkan fungsi utama bank 

daerah tersbut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ada garis perintah 
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dalam membangun koordinasi antara Pemda dan Bank Indonesia. 

Sementara itu bukan hanya sebagai penyedia dan penyalur modal usaha, 

pihak Bank Indonesia juga berperan dalam pemberdayaan UMKM yang 

dilakukan melalui pelatihan rutin setiap minggunya. Dalam pelatihan ini 

jika ada kendala yang muncul terhadap usaha yang dimiliki oleh pihak 

pelaku UMKM Bank Indonesia juga akan memberikan bantuan berupa 

mencari jalan keluar untuk permasalahan yang dihadapi oleh pelaku 

UMKM.
76

 

 

Dalam prosesnya, koordinasi yang dilakukan oleh Pemda Kota Jambi 

dan BI, harus berjalan secara beiringan dan saling bersinergi. Hal tersebut 

dilakukan pada setiap sektor pembangunan, utamanya mengenai sinergi dalam 

ekonomi kerakyatan, yaitu UMKM. Humas Pemda Kota Jambi menjelaskan 

bahwa: 

Dalam pembangunan ekonomi koordinasi yang telah dilakukan oleh 

Pemda adalah menyampaikan kepada tigkat kelurahan untuk 

membenrtuk kelompok UMKM yang akan diberdayakan oleh Bank 

Indonesia, dan alhamdulillah koordinasi ini berjalan sesuai rencana 

sehingga terbentuklah beberapa kelompok UMKM binaan yang akan 

diberdayakan oleh Bank Indonesia.
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Tugas BI adalah untuk melakukan pembinaan dan pendampingan pada 

UMKM yang dinilai layak mendapat bantuan. Humas Pemda Kota Jambi 

menjelaskan bahwa: 

Dalam koordinasi dibidang permodalan, pihak Pemda memberikan 

kuasa sepenuhnya kapada tingkat kelurahan untuk mencari dan 
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membentuk kelompok UMKM yang akan dibina, sehingga dalam 

pengorganisasiannya pihak kelurahan bertanggung jawab kepada Pemda, 

kemudian Pemda akan menyampaikan dan mengkoordinir kepada Bank 

Indonesia.
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Tugas Pemda, sebagai pelaksana pembangunan ekonomi daerah, yang 

bersinergi dengan BI, diwujudkan dengan melakukan riset terhadap setiap 

UMKM yang layak mendapatkan bantuan permodalan, pendampingan dan 

pembinaan mulai dari tingkat kelurahan di Kota Jambi, hal ini sebagaimana 

hasil wawancara dengan Humas Pemda Kota Jambi yang menjelaskan bahwa: 

Dalam pengorganisasian pelatihan dan pendampingan yang dilakukan 

oleh pihak Pemda kepada Bank Indonesia adalah dengan memberikan 

beberapa kesimpulan yang diperoleh dari pihak kelurahan kemudian 

menyampaikannya kepada pihak Bank Indonesia.
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Hasil koordinasi antara Pemda dan BI dalam pembangunan Kota Jambi, 

telah menghasilkan sejumlah kebijakan, salah satunya adalah, BI merilis 

jumlah UMKM yang layak dibiayai karena kinerjanya, berikut tabel jumlah 

UMKM yang layak dibiayai, sebagai hasil dari adanya sinergi antara Pemda 

Kota Jambi dan BI:  
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Tabel 4.1 

Data UMKM Di Kota Jambi Yang Potensial Menurut Bank Indonesia 

Sektor Ekonomi Jumlah UMKM 

Industri Pengolahan  206 

Jasa Pendidikan 4 

Jasa Perorangan Yg Melayani RT, Keg Yg Menghasilkan 

Brg & Jasa Oleh RT Yg Digunakan Sendiri Utk Memenuhi 

Kebutuhan  

7 

Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, 

Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha 

Lainnya  

5 

Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis 8 

Kegiatan Jasa Lainnya  51 

Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi  7 

Konstruksi  1 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Dan Daur Ulang, 

Pembuangan Dan Pembersihan Limbah Dan Sampah  

7 

Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum 43 

Perdagangan Besar Dan Eceran Reparasi Dan Perawatan 

Mobil Dan Sepeda Motor 

189 

Perdagangan Besar Dan Eceran Reparasi Dan Perawatan 

Mobil Dan Sepeda Motor 

58 

https://www.goodreads.com/author/show/512651.Seno_Gumira_Ajidarma
https://sukasada.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kebijkan-pemerintah
http://bapeda.bulelengkab.go.id/
http://bapeda.bulelengkab.go.id/
http://bapeda.bulelengkab.go.id/
https://diskominfo.jambikota/
https://diskominfo.jambikota/
https://diskominfo.jambikota/


 

 

 

Sektor Ekonomi Jumlah UMKM 

Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan  81 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan data di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa proses koordinasi yang dilakukan antara Pemda Kota Jambi dan BI 

dalam upaya pembangunan Kota Jambi diakukan dengan cara melakukan 

pembagian tugas antara masing-masing agar terjalin kerjasama dan tujuan 

yang bersinergi. Tugas BI sebagai hasil dari koordinasi tersebut adalah sebagai 

lembaga stimulus permodalan, pendampingan dan pembinaan UMKM, 

sementara tugas Pemda adalah melakukan riset terkait potensi dan kelayakan 

UMKM serta pengembangannya. Hasil dari koordinasi tersebut juga adalah 

dilansirnya sejumlah nama UMKM yang layak untuk dibiayai, dibina dan 

didampingi, yang berjumlah 618 UMKM untuk Provinsi Jambi. 

4. Bentuk Sinergi Pemda Kota Jambi dan Bank Indonesia dalam 

Pemberdayaan UMKM Di Kota Jambi 

Sinergi antara Pemerintah Kota Jambi dan Bank Indonesia dalam rangka 

pembangunan ekonomi sektor UMKM Kota Jambi, menghasilkan sejumlah 

kebijakan dan program kegiatan. Diantaranya pembentukan struktur organisasi 

pemberdayaan UMKM di BI, pemberdayaan UMKM melalui pendampingan dan 

pelatihan UMKM dan mengucurkan berbagai jenis bantuanpendanaan bagi 

UMKM sebagai upaya meningkatkan peran UKMK dalam perekonomian. 



 

 

 

Beberapa jenis bantuan tersebut yang telahdikucurkan baik kepada UMKM 

maupun kepada koperasi sebagaiwadah dari UMKM di provinsi Jambi adalah: 

1. Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola 

Konvensional 

Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro(P3KUM) Pola 

Konvensional adalah rangkaian kegiatan Pemerintahan yang dilakukan dalam 

bentuk perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi untuk mengembangkan usaha 

mikro anggota Koperasi dengan menggunakan dana bergulir konvensional dalam 

rangka mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.  

Tujuan Program adalah : (a) memberdayakan usaha mikro melalui perkuatan 

permodalan KSP/USP-Koperasi, (b)meningkatkan kemampuan sumberdaya 

manusia dalam bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan, 

(c)memperkuat peran dan posisi KSP/USP-Koperasi dalammendukung upaya 

perluasan kesempatan kerja danpengentasan kemiskinan.
80

 

2. Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola 

Syariah 

Program bantuan pemerintah jenis ini merupakan perkuatan permodalan 

yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dan aturansyariah. Dengan 

menggunakan pola ini dana perkuatan disalurkan melalui koperasi dan BMT 

dengan tujuan untuk membiayai ekonomi produktif. Sasaran Program adalah : 

a. Tersalurnya DBS dalam rangka perkuatan permodalankepada 1 (satu) 

KJKS/UJKS untuk setiap kecamatan yangmemenuhi persyaratan. 
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b. Tersalurnya DBS dari KJKS/UJKS kepada para anggotanyayang 

memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan. 

c. Terwujudnya peningkatan modal kerja anggota KJKS/UJKSyang memiliki 

usaha produktif. 

d. Terwujudnya peningkatan peran kelembagaan KJKS/UJKSdan 

peningkatan kemampuan manajemen usaha; 

Secara umum tujuan dan sasaran dari program ini sama sajadengan program 

pembiayaan pada P3KUM konvensional.Perbedaannya terletak pada pola yang 

diterapkan dalam menyalurkan bantuan.
81

 

3. Modal Awal Padanan (MAP) 

MAP adalah bantuan pemerintah kepada UKM yang ada didalam sentra 

yang bersifat bergulir. Bantuan ini tidak disalurkan langsung kepada 

ukm,melainkan melalui koperasi simpan pinjam atau unit simpanpinjam sebuah 

koperasi yang ada di dalam atau di dekatsentra. Besar dana map yang disalurkan 

adalah antara rp150.000.000,- hingga Rp 350.000.000,- per sentra.  

Ide penyaluran dana melalui koperasi di wilayah sentra diharapkan 

memberikandua manfaat yaitu (1) dana disalurkan melalui pihak yangmengenal 

Daerah/pengusaha yang akan dibantu denganstandar penyaluran dana yang jelas 

dan (2) dana diharapkandapat membantu memperbaiki struktur permodalan 

KSP/USPkoperasi penyalur. Sementara itu, sasaran dari dana MAPadalah: (1) 

tersedianya dana MAP melalui KSP/USP koperasiyang melayani usaha kecil pada 

sentra/klaster usaha kecil yangditetapkan, dan (2) meningkatnya usaha bagi 
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sentra/klasteryang diindikasika/USP koperasi.n dengan terjadinya 

perluasanjangkauan, peningkatan mutu pelayanan, dan kemampuanpermodalan 

KSP. 

Untuk mendapatkan dana MAP, suatu koperasi harus telahmemiliki aktivitas 

setidak-tidaknya selama satu tahun, memiliki kinerja baik, jumlah anggota yang 

mengajukan pinjaman pertama kali minimal 20 orang, belum mendapatkan 

bantuan sejenis serta melampirkan neraca rugi laba.
82

 

4. Program Perkuatan di Sektor Agribisnis 

Tujuan program pengembangan pengusaha mikro dan kecil,melalui bantuan 

perkuatan dana bergulir bagi KSP di sektoragribisnis yaitu: (1) meningkatkan 

aktivitas dan pendapatanpengusaha mikro dan kecil melalui pelayanan simpan 

pinjam, (2)meningkatkan kemampuan dan jangkauan pelayanan KSPkhususnya di 

sektor agribisnis, (3) meningkatkan kualitassumberdaya pengelola KSP, dan 

meningkatkan akses anggota dancalon anggota untuk memperoleh pelayanan 

pinjaman dari KSP. 

Untuk mendapatkan dana bantuan, KSP sektor agribisnis harus memenuhi 

syarat-syarat khusus sebagai berikut: (1) memilikianggota minimal 100 (seratus) 

orang yang bergerak dibidang usaha produktif yang sejenis antara lain: Koperasi 

primer, petani,peternak, nelayan, produsen, dan pedagangan dalam bidang usaha 

agribisnis, (2) memiliki tunjangan macet maksimal 2%, (3)memiliki modal sendiri 

                                                             
82

Dokumentasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi 2022, hlm 16. 



 

 

 

minimal sepertiga dari total aset, (4) memilikifasilitas komputer , (5) predikat 

hasil audit terakhir adalah wajartanpa syarat.
83

 

5. Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA) 

Perkassa adalah program perkuatan permodalam koperasidan usaha mikro 

yang disalurkan kepada para kaumperempuan. Target akhir dari program ini 

adalah meningkatnyakesempatan kerja dan berkurangnya angka kemiskinan. 

Secarakhusus tujuan dari program ini adalah:  

a. Memberdayakanperempuan pengusaha skala mikro,  

b. meningkatkankemampuan sumberdaya manusia dalam bidang 

manajemenusaha dan pengelola keuangan berbasis syariah,  

c. memperkuat peran dan posisi KSP/USP dalam mendukungupaya 

perluasan kesempatan kerja dan pengentasankemiskinan. 

Sedangkan sasaran dari program ini adalah:  

a. tersalurnya dana bergulir kepada perempuan yang memiliki aktivitas 

padausaha mikro dan usaha produktif lainnya,  

b. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi pengusaha mikro yang 

bergerakdi bidang pertanian, perikanan, peternakan, industri kerajinan 

rumah tangga, warung, pedagang kecil termasuk pedagangan kaki lima,  

c. terwujudnya peningkatan peran kelembagaan dan manajemen usaha 

koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam,  

d. semakin kuatnya permodalan koperasi simpan pinjam dan unit simpan 

pinjam melalui pemberian dana bergulir yang menjamin suksesnya 
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penyaluran, pemanfaatan,pengembalian dana serta terwujudnya 

peningkatan danpengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat. 

Untuk mendapatkan dana bantuan program PERKASSA,koperasi penerima 

harus memenuhi ketentuan-ketentuan antaralain: (1) telah memiliki badan hukum, 

(2) memiliki anggota palingsedikit 25 orang yang sebagian besar perempuan, (3) 

telahmelakukan paling sedikit satu kali rapat RAT, dan (4) belumpernah 

menenrima bantuan sejenis. Jika syarat tersebutterpenuhi barulah koperasi dapat 

mengalukan usulan kelayakanusaha kepada Dinas koperasi dengan persyaratan-

persyaratanlainnya.
84

 

6. Program Pembiayaan Wanita Usaha Mandiri (P2WUM) 

Tujuan program itu meningkatkan kesejahteraan melaluikewirausahaan 

wanita serta mutu dan kinerja koperasi wanita.Program Pembiayaan Wanita 

Usaha Mandiri (P2WUM) padaprinsipnya relatif sama dengan program P3KUM, 

hanya sajafokusnya adalah wanita. Tujuan Program adalah : (a)memberdayakan 

usaha mikro yang umumnya pelakunyaadalah wanita melalui perkuatan 

permodalan KSP/USP-Koperasi,(b) meningkatkan kemampuan sumberdaya 

manusiakhususnya wanita dalam bidang manajemen usaha danpengelolaan 

keuangan, (c) memperkuat peran dan posisiKSP/USP-Koperasi khususnya wanita 

dalam mendukung upayaperluasan kesempatan kerja dan pengentasan 

kemiskinan.
85

 

7. Prospek MANDIRI 
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Program ini adalah program pemerintah melalui Kementerian Negara 

Koperasi danUKM bekerjasama dengan pemerintah yang dapat diperluas dengan 

pihak-pihak lain, antara lainPerguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi 

Kemasyarakatan,yang dilakukan melalui pemberdayaan dan penyediaanfasilitasi 

berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia,dana bergulir dan dukungan 

bantuan perkuatan lainnya,kepada para sarjana dalam wadah koperasi, untuk 

melakukankegiatan usaha pada berbagai bidang/sektor usaha, dalamrangka 

menumbuhkan usaha baru (wirausaha baru) danpenciptaan lapangan kerja. 

Tujuan program ini ádalah: 

a. menciptakan usaha baru (wirausaha baru) yang mampumenciptakan 

kesempatan kerja, dan mengatasi masalah pengangguran, khususnya 

pengangguran tenaga kerjaterdidik; 

b. mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusiaterdidik dalam 

menggerakkan perekonomian daerah; 

c. memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal yangmemiliki keunggulan 

kompetitif. 

Sementara itu, sasaran dari program ini adalah: 

a. terwujudnya peserta Prospek Mandiri menjadi wirausahabaru, yang 

mampu menciptakan dan memperluaskesempatan kerja bagi dirinya dan 

masyarakat disekitarnya; 

b. berkembangnya sektor-sektor usaha unggulan, padadaerah-daerah yang 

menjadi peserta Prospek Mandiri; 



 

 

 

c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) koperasidan usaha 

kecil dan menengah.
86

 

 

5. Faktor Penghambat Dari Sinergi Pemerintah Kota dan Bank Indonesia 

dalam  Mewujudkan  Pembangun Kota Jambi 

Faktor Penghambat terdiri dari dua kata yang memiliki arti berbeda yaitu 

faktor dan penghambat. Faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya 

sesuatu. 

Adapun arti kata penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat, 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penghambat diterjemahkan sebagai 

hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintangi, menahan, 

menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat 

menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Kemudian arti dari kata hambat 

yang menjadi kata dasar penghambat memiliki arti membuat sesuatu menjadi 

lambat atau tidak lancar. 

Berdasarkan kutipan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor 

penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau 

bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu.  

Ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh Pemda Kota jambi dan BI dalam 

menjalin sinergi dalam pembangunan Kota Jambi, yang terdiri dari faktor internal 

dan faktor eksternal. 
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1. Faktor Internal 

Faktor Internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau 

individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat 

pada diri seseorang atau organisasi. Menurut hasil wawancara dengan Humas 

Pemda Kota Jambi dan pihak BI, dalam pelaksanaan sinergi antara Pemda 

Kota Jambi dan BI hampir tak ada faktor internal yang menjadi kendala dalam 

menjalin sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI, hal ini sebagaimana 

dijelaskan oleh Humas Pemda Kota Jambi yang mngatakan bahwa: 

Dalam mejalin sinergi antara pihak Pemda dan Bank Indonesia yang 

menjadi kendala dalam proses pembangunan daerah ada beberapa 

kendala yang dihadapi oleh pihak Pemda maupun pihak Bank Indonesia. 

Baik kendala yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor 

eksternal dari kedua belah pihak.
87

 

 

Dalam faktior internal ini, pihak Humas Pemda Kota Jambi menjelaskan 

bahwa komunikasi antara Pemda dan BI berjalan dengan baik, tak ada faktor 

internal yang menjadi kendala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Humas 

Pemda Kota Jambi yang mngatakan bahwa: 

Dalam menjalin komukiasi anatara pihak Pemda dan Bank Indonesia, 

sejauh ini tidak ada yang menjadi kendala, karena dalam pelaksanaannya, 

komunikasi yang dilakukan melalui beberapa cara yaitu baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung, dan alhamdulillah hingga saat 

ini tidak ada terjadi kendala dalam menjalin komunikasi antara pihak 

satu dengan pihak lainnya.
88
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Begitupun dalam hal koordinasi, Humas Pemda Kota Jambi menjelaskan 

bahwa tak ada kendala berarti dalam hal koordinasi antara pihak Pemda Kota 

Jambi dan BI. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Humas Pemda Kota Jambi 

yang mngatakan bahwa: 

Secara umum yang menjadi kendala dalam pengkoordinasian antara 

Pemda dan Bank Indonesia itu tidak ada masalah, karena dalam menjalin 

komunukasi tidak ada kendala maka dapat dipastikan juga dalam 

pengkoordinasiannya tidak ada masalah. Karena masalah utama itu 

terjadi akibat komunikasi yang tidak baik, sejauh ini komunikasi yang 

terjalin itu baik dan tidak ada kendala yang dihasilkan dalam 

pengkoordinasiannya.
89

 

 

Hasil wawancara dengan Humas Pemda Kota Jambi tersebut juga 

dikuatkan dengan hasil wawancara dengan pihak BI yang mngatakan bahwa 

sinergi yang dibangun oleh BI dan Pemda Kota Jambi relatif tanpa kendala 

berarti. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh pihak BI yang mengatakan bahwa: 

Dalam pembangunan ekonomi, komunikasi yang telah dilakukan oleh 

pihak Pemda dan Bank Jambi sejauh ini sudah bagus, dan hasilnya 

begitu memuaskan, jadi dapat disimpulkan dalam koordinasi antara 

pihak Pemda dan Bank Indonesia tidak ada terjadi kendala.
90

 

 

Begitupula dalam hal koordinasi, menurut pihak BI, tak ada kendala 

internal dalam membangun koordinasi antara BI dan Pemda Kota Jambi. Hal 

ini sebagaimana dijelaskan oleh pihak BI yang mengatakan bahwa: 
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Dalam koordinasi yang dilakukan oleh pihak Pemda dengan Bank 

Indonesia yang menjadi kendala adalah kurangnya partisipasi 

masyarakat pelaku usaha UMKM yang telah mendapatkan bantuan 

pinjaman moadal dalam hal pelatihan yang diadakan dalam setiap 

minggunya, sehingga pemberdayaan yang dilakukan tidak berjalan 

dengan sempurna.
91

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dengan Humas Pemda Kota Jambi 

dan pihak BI, dapat disimpulkan bahwa secara internal, tak ada kendala dalam 

membangun sinergi antara BI dan Pemda Kota Jambi untuk mewujudkan 

pembangunan Kota Jambi, baik dalam hal komunikasi maupun dalam hal 

koordinasi, karena relatif berjalan baik dan sesuai rencana. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor Eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau 

indvidu atau diluar organisasi. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar 

termasuk pihak-pihak terdekat terdekat di luar organisasi. Menurut hasil 

wawancara dengan pihak BI, dalam pelaksanaan sinergi antara Pemda Kota 

Jambi dan BI ada sejumlah faktor ekstenal yang menjadi kendala dalam 

menjalin sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI untuk membangun Kota 

Jambi, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh pihak BI yang mengatakan bahwa: 

Dalam menjalankan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pihak 

Pemda dengan pihak Bank Indonesia dibidang ekonomi antara lain 

adalah banyak pihak pelaku usaha yang tidak bisa melunasi angsuran 

modal yang telah diberikan. Seharusnya permodalan yang dipinjamkan 

ini dapat diselesaikan dengan baik oleh pelaku usaha UMKM. Hal ini 
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mengakibatkan kesenjangan yang terjadi antara pihak Pemda, Bank 

Indonesia dan Pelaku usaha UMK tersebut.
92

 

 

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Humas Pemda Kota Jambi ang 

menjelaskan bahwa kendala eksternal dalam hal menjalin sinergi antara BI 

dan Pemda Kota Jambi adalah faktor eksternal, yaitu masalah kredit macet 

yang dilakukan oleh pemilik UMKM. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh 

Humas Pemda Kota Jambi yang mengatakan bahwa: 

Terutama untuk pelaku UMKM yang merupakan binaan dari Sinergi 

Pemda dan Bank Indonesia, yang menjadi kendala utama dan 

persmasalahan utama yang terjadi adalah seperti yang saya jelaskan 

sebelumnya, bahwasanya banyak pelaku usaha yang tidak bisa melunasi 

angsuran kredit modal yang telah diberikan oleh pihak Bank Indonesia 

kepada pelaku usaha UMKM.
93

 

 

Dalam masalah permodalan terhadap UMKM, pihak BI menjelaskan 

bahwa kendala dominan dalam permodalan ini adalah masalah pada sisi 

UMKM itu sendiri, yaitu masalah kredit macet: 

Dalam memberikan permodalan yang menjadi kendala bagi pihak Pemda 

dan Bank Indonesia adalah banyaknya kredit macet yang terjadi karena 

banyak pelaku usaha yang tidak mampu membayarkan angsuran 

permodalan yang telah dipinjamkan. Hal ini terjadi karena banyak 

masyarakat yang kurang barpartisipasi dalam pelatihan yang diadakan 

dalam setiap minggunya, selain itu banyak juga pelaku usaha yang abai 

dalam menjalankan tanggung jawabnya.
94
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Dalam masalah pelatihan dan pengembangan UMKM, pihak BI 

menjelaskan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah masalah kurangnya 

pastisipasi dari pemilik UMKM dalam program tersebut. Hal ini sebagaimana 

dijelaskan oleh Pihak BI yang mengatakan bahwa: 

Dalam menjalankan pelatihan dan pengembangan UMKM yang 

dilakukan oleh Pemda dan Bank Indonesia yang menjadi kedala dalam 

pelaksanaannya adalah banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi 

dalam pelatihan yang diadakan, hal ini terjadi karena banyak pelaku 

usaha UMKM yang sibuk dengan urusannya sendiri sehingga melupakan 

kewajibannya yaitu kehadirannya dalam menghadiri pelatihan dan 

perkembangan UMKM ini.
95

 

 

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut, pihak BI 

menjelaskan bahwa, penindakan tegas terhadap pelaku UMKM yang 

mengalami kredit macet dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini 

sebagaimana dijelaskan oleh Pihak BI yang mengatakan bahwa:  

Solusi yang kami pihak Pemda dan Bank Indonesia lakukan adalah 

dengan meninndak tegas para pelaku UMKM agar meningkatkan 

partisipasinya dala acara pelatihan dan pengembagan usaha yang akan  

diberdayakan. Sehingga pelaku usaha UMKM yang telah mendapatkan 

pinjaman akan ikur andil dalam pelatihan dan pengembangan yang 

dilakukan, sehingga tericpta pemberdayaan yang merata diantara 

masing-masing kelompok pelaku UMKM tersebut.
96

 

 

                                                             
95

 Wawancara dengan Humas BI pada tanggal 26 Juli 2022. 
96

 Wawancara dengan Humas BI pada tanggal 26 Juli 2022. 



 

 

 

Sejalan dengan pihak BI, pihak Pemda Kota Jambi juga menegaskan 

bahwa solusi yang diambil untuk mengatasi kendala rendahnya partisipasi 

pemilik usaha adalah dengan melakukan sosialisasi, dorongan dan penindakan 

terhadap pelaku UMKM bersangkutan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh 

Humas Pemda Kota Jambi yang mengatakan bahwa: 

Dalam menerapakan solusi tersebut contoh yang dapat saya berikan 

adalah dengan mengirmkan pesan kepada pelaku usaha UMKM yang 

tidak ikut berkonstribusi dalam acara pelatihan dan pengembangan ini, 

jika telah dikirimkan pesan, ternyata pelaku masih tidak ikut dalam acara 

pelatihan tersbut, maka kami akan meberikan arahan kepada beliau 

dengan mendatangi rumah pelaku usaha tersebut. Hal ini perlu kami 

lakukan karena dalam pelatihan dan pengembangan UMKM tersebut 

kami akan memberikan solusi jika ada kendala yang dirasakan oleh 

pihak pelaku UMKM, sehingga konstrubusi pelaku UMKM dalam 

pelatihan dan pengembangan ini sangat penting bukan hanya untuk 

pelaku saja namun juga bagi pihak kami dalam menjalankan 

pemberdayaan yang berlangsung.
97

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada 

sejumlah kendala yang dihadapi dalam membangun sinergi antara Pemda Kota 

Jambi dan BI. Secara internal, segala proses dalam komunikasi dan koordinasi 

antara Pemda Kota Jambi dan BI relatif berjalan dengan baik dan tanpa 

kendala. Sedangkan dari faktor eksternal, hambatan utama dalam sinergi 

antara Pemda Kota Jambi dan BI adalah adanya kendala pada eksternal dari 
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pelaku UMKM dalam hal kredit macet dan kurangnya partisipasi dalam 

pelatihan, pembinaan dan pengembangan UMKM oleh pihak BI. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya,  maka 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI dalam pembangunan Kota Jambi 

berdasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004. Sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI dalam 

pembangunan Kota Jambi terbangun melalui dua cara yaitu komunikasi dan 

koordinasi. Dalam proses komunikasi yang dilakukan antara Pemda Kota 

Jambi dan BI dilakukan dengan berbagai media, baik secara langsung, 

maupun tidak langsung. Sedangkan proses koordinasi yang dilakukan antara 

Pemda Kota Jambi dan BI dalam upaya pembangunan Kota Jambi diakukan 

dengan cara melakukan pembagian tugas antara masing-masing agar terjalin 

kerjasama dan tujuan yang bersinergi. Tugas BI sebagai hasil dari koordinasi 

tersebut adalah sebagai lembaga stimulus permodalan, pendampingan dan 

pembinaan UMKM, sementara tugas Pemda adalah melakukan riset terkait 

potensi dan kelayakan UMKM serta pengembangannya. Hasil dari koordinasi 

tersebut juga adalah dilansirnya sejumlah nama UMKM yang layak untuk 

dibiayai, dibina dan didampingi, yang berjumlah 618 UMKM untuk Provinsi 

Jambi.  

2. Ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam membangun sinergi antara Pemda 

Kota Jambi dan BI. Secara faktor internal, segala proses dalam komunikasi 



 

 

 

dan koordinasi antara Pemda Kota Jambi dan BI relatif berjalan dengan baik 

dan tanpa kendala. Sedangkan dari faktor eksternal, hambatan utama dalam 

sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI adalah adanya kendala pada eksternal 

dari pelaku UMKM dalam hal kredit macet dan kurangnya partisipasi dalam 

pelatihan, pembinaan dan pengembangan UMKM oleh pihak BI. 

6. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini mengenai 

Sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI dalam pembangunan Kota Jambi. 

Diharapkan pada Pemda Kota Jambi dan BI agar membuat mekanisme 

pengembangan UMKM dengan memberikan permodalan tanpa sistem kredit. Hal 

ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab pemerintah terhadap 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan juga bagi masyarakat 

pelaku UMKMyang telah melakukan permodalan dengan skema kredit, agar 

menjalankan tanggungjawab sebagaimana yang telah diembankan. Sedangkan 

dalam hal kurangnya partisipasi pelaku UMKM dalam pelatihan, pembinaan dan 

pengembangan UMKM, maka diharapkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam 

kegiatan-kegiatan tersebut. 
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DATA INFORMAN 

No Informan Keterangan Jumlah 

1 Handow Tubagus Manager Bank BI 1 

2 Drs Kurnain Kasi PPU dan 

Perlindungan UMKM 

1 

3 Pandu Humas PEMDA 1 

4 Sutrisno Pemilik UMKM Kuliner 1 

5 Firman  Pemilik UMKM Kantin 1 
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Pedoman Wawancara  

1. Bagaimana kerjasama antara Pemda Kota Jambi dan BI dalam mewujudkan 

pembangunan di Kota Jambi? 

2. Dalam program apa saja Pemda dan BI bekerjasama dalam pembangunan 

Kota Jambi? 

3. Berkaitan dengan pembangunan ekonomi, bagaimana bentuk kerjasama 

Pemda dan BI? 

4. Berkaitan dengan permodalan UMKM, bagaimana kerjasama antara Pemda 

dan BI? 

5. Bagaimana komunikasi antara Pemda Kota Jambi dan BI dalam mewujudkan 

pembangunan di Kota Jambi? 

6. Bagaimana koordinasi yang dilakukan Pemda Kota Jambi pada BI dalam 

mewujudkan pembangunan di Kota Jambi? 

7. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemda dan BI dalam menjalin sinergi 

dalam pembangunan daerah? 

8. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemda dan BI dalam menjalin sinergi 

dalam pembangunan eknonomi di Kota Jambi? 

9. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemda dan BI dalam menjalin sinergi 

dalam pembangunan UMKM di Kota Jambi? 

10. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut? 
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Lampiran V 

Jadwal Penelitian 

  Untuk memudahkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti 

membuat jadwal penelitian agar mudah melangsungkan tahap-tahap penelitian. 

Tabel Jadwal Penilitian 

No Kegiatan September-

Oktober 2021 

Januari-Mei 

2022 

Juni-Juli 2022 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Interview dan 

Observasi 

            

2 Studi 

Literatur 

            

3 Pengumpulan 

Data 

            

4 Analisis Data              

6 Pembuatan 

Laporan 

            

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LampiranVI 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

Identitas Diri 

Nama   : Ambar Palupi 

Tempat/Tanggal Lahir : Daya Murni, 23 Juli  1999 

Email   : ambar29@gmail.com 

Telepon/Wa  : 082268056960 

Alamat  : Desa Daya Murni, Kecamatan Pelepat Ilir, 

Kabupaten Bungo,  Provinsi Jambi 

Nama Ayah  : Sukarman 

Nama Ibu  :Ida Nurwati 

 

Riwayat Pendidikan 

1. TK    :TK Nurul Huda 

2. SD    :SDN 138// Daya Murni   

3. SMP/MTs   :MTS/N Daya Murni  

4. SMA/MA   :SMAN 1 Pelepat Ilir Bungo  

5. UIN STS Jambi 2022  : S1 Ilmu Pemerintah   

 

mailto:ambar29@gmail.com

